GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINS] GORONTALD

NOMOR 7  TAMUN 2019

TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS] GORONTALOD,

- bahwa dalam rmangkn melaksanakan ketentuan pasal 18

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Rencana
Umum Energl Deernh ditetapkan dengan Peralumn Daemah;

1.

2

Pazal 18 Ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomoar 38 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Provinsi Gorontals (Lembaran Negara Repulilik
Indonesa Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
4746);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonegia Nomor 3587) schagaimanp telah digbah
beberapa kali terakhir deéengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor
28, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
5679},

Peraturan Pemerintah MNomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energl (Lembarnn Negara Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2014 tentang Kebijakan Encrgi Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3004;
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7. Peraturan Presiden Republik Indenesta Nomor | Tehun 2004

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum  Ensrg
Masional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 11)

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007

teritang Rencana Umum Encrgl Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomaor 80

Tahun 20135 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesis Tuliun 2015 Nomor 2036§
acbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubalian Atas Peraluran Menten Dalam Megeri Republik
Indomesia MNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hulum Daecrah [Benta Negaura Republk Indones:a
Tahun 2018 Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS] GORONTALD

Menctaplian ¢

Dan
GUBERNUR GORONTALDO
MEMUTUSEAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCAMA UMUM ENERGI
DAERAH.

Bap 1
KEETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Provisi Gorontale,
2. Pemerintah Dacrah adalsh Repala Dacrah schagai unsur

penyvelenggara  Pemerintahan Dasrah  vang memimpin
pelaksanaan urusen pemerintahan yang menjacd kewenangan
daerah atonom,

. Dewan Perwakilan Ralkvat Dacrah yang selanjuinys disingknt

DPRD adalah lembaga perwakilin mkyat dacrah  yang
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berkediudukan sehagai unsur penyvelengeara Pemerintahan

Daerah.

Gubermnur adalah Gubemur Gorontalo;

Perangkat Dacrah adalah  Perangkat Daerah  Provinm

Gorentalo vang menangani bidang encrgl.

6. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang
dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan
elektromagnetika;

7. Energl Baru adalah semua penis Energl vang berazal dar atau
dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi
ticdak terbarukan dan sumber Energl terbarikan;

B. Energl Terbarukan adaiah energl yvang berasal awsa dihasillkan
dari sumber energi terbarukan;

9. Bumber Energp adalah sesuatu yang dapst menghasilkan
Encrgi baik dan sumber Eneérgl tidak terbarukan maupun
sumber Enecrgi terbarukan, bolk secars langsung maupun
melahai proses konversi atau transformas;

10. Sumber Daya Fnergl adalah sumber dava alam yang dapat
dimanfaatkan, batk schagal Sumber Energi maupun scbagal
Encrgl,

11.Sumber Energi Baru adalah Sumber Enenp vang dapat
dihasilkan oleh atau dani teknalogl baru baik yang berasal dari
Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energl tak
terbarukan;

12.Sumber Energi Terbiarukan adalalh Sumber Energl yang
dihasilkan dari Sumber Daya Energ yang dapat diperbaharui
dan berkclanjutan;

13, Bumber Energ Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang
dihasilkan dari Sumber Daya Energl yang akan habis jika
dicksploitasi secara terus-menerus;

14. Konservasi encrgl adnlabh upsys sistermnatis, terencana, dan
erpadu  guna melestarikan sumber dayn energl dalom negeri
serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya

15. Kebijakan Energl Naslonal yang sclanjumya disingkar KEN
adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan
pringip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan guna terciptanya kKemandifian energl dan
ketahanan energl nasional,

16. Kebijakan Energi Dusral Provins: Gorontalo adalah kebiyjakan
pengelolaan energl yang mengarah pads ketersediaan energ
untuk hkebutuhan daerah, Kenservam energl, bonservasi

L
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sumber daya energl dan diversafikasi energ, dan Kelembagaan
dan pendanann

17 Rencana Umum Encrgg Nasional, vang sclanjutnya disangkat
RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana
pengelolnan  eper@ tingkat nasional yvang merupakan
perjabaran dan rencana  pelaksanaan  Kebnakan Eneng
Nasional vang bersifar lintas sektor untuk mencapai sasaran
Kebijakan Energi Nasional.

18 Rencana Umum Encrgl Dacrah Provinsi yang selanjutnyn
disingkat RUED-P adalah kcbijakan Pemerintah Provins:
Gorontalo mengenai réencans  pengelolaan  enerf  lnghkat
provinsi yang merupakan  penjabaran dan  rencana
pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk
mencapal aasaran RUEN.

Pasal 2
RUED-F dibuat berdasarkan asas:
a. nsas kemanfaafan;
b. asas efisicnsd berkeadilun;
¢. saas peningkatan nilai mbalh;
, azas kebarlanjutan:
asgas kessinhieraan masyvarakat;
asas pelestanan fungsi hngkungan hidup,
asas ketahanan nasional;
. izas keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan dacrah;
asas partisipasi:;dan
. asas transparansi dan akuntabilites.
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Pasal 3

Arah kebijakan encrgi daerah Provinsi Gorontalo vaitu :

a. ketersedisan cnerg untuk kebutuban daerah;

b, konservass  energs, Kooserveal asuamber dava eoergl, dan
diversiflikasl energi;dan

c. kelembagaan dan pendanaan.
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Pagal 4
(1} Sistematika RUED-P memuat:
a. Pendabuluan;
h. Kondisi energl daerah saat nd dan ckspekiasi mass
mendatang;
e Visd, misi, tujean dan sasaran energl Daesrah;
d. Kebijakan dan strategl pengelolsan energi Daerah; dan
g. Penutup.

(2} Ruang hingkup RUED-P schagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalarn Lampiran | yang memupakan bagan tdak
werplsahkan dari peraturan Dacrah .

{3} Penjabaran  kebijakan dan  strafeg  pengelolban  energ
Dacrah sebagaimana dimaksud peda ayat (1) hurof d divraikan
lebih lanjur dalam matik program RUED-P sebagaimana
tercanturm dalam Lamplran 1l yang meripakan bagian tidak

(4) RUED-P sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkoan oleh
Gubernur deéngan persetujuan DPRD untuk jangka wakto
sampai dengan Tahun 2050,

BAB I
FUNGS]

Pasal 5

{11 RUED-P berfung=i schapai rujuban:

a. penyusunan dokumen perencunaan pembangunan provins
dan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota;

b, penyusunan Rencana Umum Ketenagabstrikan Daccah
(RUKD) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik
(RLPTLY; dan

¢ pemvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahidan

d. kemasama lintas sekioral.

(2} RUED-F berfungsl sebagal pedoman bag:

a. perangkat daerabh untuk menyusun dokumen  fencans
strategis;

b. perangkai daerah Provinsi dan  Perangkat Daerah
Kabupaten/Kotm  untuk  meleksanakan  koordinasi
perencanann energl lintas sskior, dan

e. masyarakat wuntak berpartisipasi dalam  pelaksanaan
pembangunan doerah di bedang eneng.
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BAB I
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal &

(1) Gubernur dan DPRD melakukan sosialisasl, pembinoan,
pengawasan, evalhuasi, dan pengembangan RUED-P.

(2) Soatalisasi, pembinaan, pengawasan, ovaluasi, dan
pengembangan RUED-F  sebagaimuna dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh Perunghat Deerah yang menangan! bidang
S ERETH -

(3} Sostalisasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
pengembangan terhadap pelaksanaan RUED-P schagaimana
chimaksud poada ayat [2) dilakukan sccara terkoordings dengan
instansi terkaic di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

{4} Gubernur dapat membentuk kelembsgaan non struktural
dalam pelaksanann sosialisesi, pembinaan, pengawasan,
evaluazi, dan pengembangan RUED-P.

|5) Pembenrukan kelembagasn non struktural serta Tata coara
pelakeanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, evalunst,
dan pengembangan RUED-P sebagumana dimaksud pada
avat [4) diatur lebibh lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Peran Masyvarakat
Pasal 7
Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok dapat
berperan dalpm:
a. membenkan pendupat dan masukan dalon penyasinen
RUED-P;
b. pengawasan pelaksanaan RUED-P; dan
¢ pengembangan enorg untuk kepentingan umuam,

BAR IV
KERJASAMA KELEMBAGAAN
Pazal &

(1) Gubermur dengan persetujuan DPRD  dapal  melakukan
kerjasarma kelembagaan dengan melibatkan instansi terkait
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dalpm implementasi kebijakan, straicgl, dan program terkait
energ dacrah.

(Z) Instansi werkait vang terlibat dalam implementasi kebijakan,
strategn, dan program terkait energ deerah  scbagmmana
dimakaud ayvat (1}, terdicl dar:

a. Kementerian Encrgl Sumber Daya Mineral
b. kementerian Lingkungan Hidup dan hehutanan
o, Dewan Epergl Nasional
d. Badan Pengkuajinn dan Penerapan Teknologi
. BAPFEDA;
f. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Dacrah;
g Badan Penanaman Modal dan PTEP
h. Dinas yang menangani bidang Energ;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Pertamman Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Dinas  Perhubungan, Pariwisata, Komunikasl dan
Informasi;
D¥inas Pekerjaan Umum;
. Dinas Koperasi URM Perindustrian Perdagangan
SKPD Terkait;
PT PLN [Persaro);
PT Pertamina (Persero)
Perbankean
Pecpuruan Tinggt Negen/ Swasta
Asosinst ) Swasin;
Lembags Swadaya Masyarakat,

- Tokoh Masvurakat:dan
. Badan Usale.

(3] Keterlibatan instansi terkait dalam implementasi kebijakan,
strategl, dan program  ferkail energl deerah sebagaimnn
dimaksud ayat (2] divraikan lebih lanjut dalam matrik
program RUED-P sehagaimana tereantum dalam Lampirin 1
yang merupskan bagian tidok terpisahlkan dart Peraturan
Dasrah ind
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BAR vV
PENDANAAN
Pasal o
Sumber pendanaan pelaksansan RUED-P terdin dam:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber pendanaan lminnya yang sah dan tdak mengikat.
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KETENTUAN LAIN-LAIN

Prasal 10

(1} RUED-P dapst ditingau kembali don dimutakhirkan secara
berkala 3 (lima) tahun sekal.

(2] Dalam hal terjadi perubahan lngkungan strategis dan/atau
perubahan RUEN, RUEDR-P dapat dilakukan peninjauan
kemball lebhih dan 1 {satu) kah dalam 5 (hma) talun

BAB VI

KETENTUAN PENUTUF
Pasal 11

Peraturan Dasrah ini mulal berlako pada tanggal divndoangkan.
Agar setinp orang mengetahuinya, memenniahkan pengundangann
Peraturan Dasrah ind dengan penetapannya dalam Lembamn
Dimg=rmby Provins Goponiaio.

Ditetapkan i Gorontako

pagde tanggal 25 Jnl 20
IHTANTI AR il AR
ELERTROIE OLEM -

Diundangkan di Gomntalo
pada tanggal 23 14 2019
Flh SEKRETARIS DAERAH PROVINS] GORONTALL,

SYUKREL J BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR,. &7,
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI QORONTALD: (7/157/2019)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINEI GOURONTALD
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA UMUM ENERG] DAERAH

LIMUM

Ketersediaan energ yang cukup dan handal merupakan salah satu
prasymral  untuk menjamin perfumbuhan ckonomi Indonesia yang
berkelanjutan. Bencana Umum Energl Nasional (RUEN) merdpakan
kebjjakan pemerinizh pusst meongenal rencana pengelolaan  energs
tingkat nasional yang meorupakan pemjabaran  dan  rencana
pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN] vang bersifat lintas sektor
untuk mencapal sasaran kebijakan energi nasional vang berfujuan
untuk mewujudikan keétahanan dan kemandinan energi.,

Scbagak tindak lanjut RUEN yvang merupakan amanat UU Nomor 30
Tahun 2007 tentang energi, makn diperlukan  penyusunan Rencana
Umum Energi di tingkat provinsi, Hal terscbut juga dijabarkan
dalam Peraturan Presiden No, 1 Tahun 2014 yvang ditindaklanjut:
dengan Peraturan Pregiden No. 22 Tahun 2017 bahwa Pemerintah
Provinai ményusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berdasarkan
RUEN vang harus mengakomodas Kebijakan Pemeriniah Provinss
mengehal rencana pengelolaan energl dan merupakan penjabaran
rencana pélaksanaan kebljakan energl yang bersifat lintas sektor
untuk mencapai sasarnn kebijokan energl di tingkat Provinsi dengan
mengutamakan pemanfnatan energi setempat,

Guna mengmplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, khusosnya yang mengaiur mengenal
criergl tercuntum dalam Pasal 12 ayat (3) point (e} Undnng-Undong
MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Eukupjclul:.

Pasal T Ayat (1]

Humaf &

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaaian® adalah asas
dalam pengelolaan energ yang harus memenuhl kebutuhan

masyarakat.
Hurufl b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan” adalah asas
dalam pengelclaan energi vang harus mencapal pemerataan
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akers terhadap energl dengan harga vang ckonomis dan
terjangkau,

Hurmi ¢

Yang dimaksud dengan “asas peninghkatan nila tambah®™ adalah
asas dalam pengelolaan eneng vang hamis mencapei miba
ekonomi yane oplimal,

Huarif d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan® adalah  asas
datam pengelolaan energ yang harus menpamin peryedinan dan
pemanfantan énerg unluk generasi sekarang dan yang akan
datang.

Huarul &

Yang dimaksud dengan “asas kesciahterman  masyarakat®
ndalnh asas dalun pengelolaan energ yang hanis mencapsi
kesejahterasan mayarakat yang scheaar-Desarmya.

Huruf [

Yang dimaksud dengan “asas pelestarinn  fungsi lingkungan
hidup® adalah asas dalam penpgelolaan energi yang horus
menjamin kualitas fungsi Bngkungan vang lebih baik.

Hurmf g

Yang dimaksud dengan “ssas kelahanan nasional” adalah asas
dalam pengelolasn energi yang harus meneapai kemampuan
nastonal dalam pengelolaan energi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpadunn® adalah asas

dalam pengelolaan energl yang harmis mencapal pengelolaan
energl secarn terpadu antar sektor

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas partisipas)” adalah asas dalam
pengaturan  pengelolaan dan  pengusahasn  sumber energ
dengan mensinergikan kepenlingan antara rakyal, pemenintah
dacrah dan pemerinitah pusit

Hurul §

Yang dimaksud dengan “asas transparans] dan akuntabilitas®
adalah asas dalam pengaturan pengelalaan dan pengusahann
sumber encrgl yang pemanfaatan dan pengusahaannya harus
dilakukan secara terbuka dan bertanggung izwsb.
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Gambar 2.2, Bawran Energi Tahun 2015

Gambar 2.3. Bauran Produksi Lisink Energi Tahun 2010-2015

Gambar 2.4, Jumizh kendaraan bermaolor sesual jenis seduruh Provinsi Gorontalo
Gambar 2.5, Bauran Energl Primer Provinsi Gorontado Tabun 2015
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAU Business as Usual

Kondisi tanpa adanya perubahan signifikan dari perilaku, teknologi,
ekonomi maupun kebijakan sehingga terjadi secara terus menerus
tanpa adanya perubahan yang berarti

BBM Bahan Bakar Minyak
BBN Bahan Bakar Nabati
BOE Barrel Oil Equivalent
BOPD Barrel Oil Per Day
CPO Crude Palm Oill

Minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang
diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging

buah keiapa sawit
DME Dimethyl Ether

Senyawa eter yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti gas
alam, batubara dan biomasa yang memiliki sifat dan jenis seperti

layaknya LPG
EBT Energi Baru dan Terbarukan
EOR Enhanced Oil Recovery

Metode untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur
dengan cara mengangkat volume minyak yang sebelumnya tidak
dapat diproduksi

ESCO Energy Service Company
ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral
GRK Gas Rumah Kaca

GW Gigawatt



GWh Gigawatt-Hours

1MB Izin Mendirikan Bangunan
KEN Kebijakan Energi Nasional
kw Kilowatt

kWh Kilowatt hour

LED Light-Emitting Diode

LNG Liquefied Natural Gas
LPG Liquefied Petroleum Gas
LRT Light Rail Transit

Kereta api ringan

MBOPD M Barrel Oil per Day (M merupakan huruf romawi yang berarti
satuan ribu)

MEPS Minimum Energy Peformance Standard

Migas Minyak dan gas bumi

MRT Mass Rapid Transit

Kereta api cepat terpadu

MTOE Million Ton Oil Equivalen

MW Megawatt

POB Produk Oomestik Bruto

PDRB Produk Domestik Regional Bruto
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTB pompyyyit . Listrik Ten'yta Rayu
PLTD Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTM Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMH Pefohas.obit, Lish T8, a" il uinir,
PLTP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU

POME Palm Oil Mill Effulent



RENJA
RPIMD
RPJPD
RKPD
RRR

RTRW
RUED-P
RUEN
RUKN
RUPTL
SBM
TCF
TOE

Limbah cair dari kelapa sawit yang berasal dari pemurnian minyak
mentah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit
listrik biogas

Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Reserve Replacement Ratio

Rasia penemuan cadangan terhadap jumlah produksi
Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Umum Energi Daerah-Provinsi

Rencana Umum Energi Nasional

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Setara Barel Minyak

Trillion Cubic Feet

Ton Oil Equivalent
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1.1. Latar Belakang

Kelersedisan energi yang cukup dan handal merupakan salah salu prosyaral untuk
menjamin periumbuhan ekonomi Indonesta yang berkelanjutan. Rencana Umum Energi
Masional (RUEN) merspakan kebijakan pemerintah pusal mengenai rencans
pengelolaan anergi hingkal nasional yang merupakan penjabaran dan rencana
petaksanaan Kebijakan Enargl Masionad [KEN) yanyg barsilal limas sektor untuk mencagsa
sasaran kebipkan energi nasional yang berfujuan unuk mewusjudkan kelahanan dan
kemandirian energl. Ketahanan energ adalah suaty kondisi terjaminnya ketersediaan
energl, akses masyarakal lerhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka
panjang dengan telap memperhalikan pedindungan terhadap Bngkungan  hidup.
Sodongkon kemandirian energi adalah leraminnya kelersedisan energi  dengan
memanfaalkan semaksamal mungkin polensi dan sumber daya dalam neger.

Sebagai tindak lanjut RUEN yang menipakan amanat UL Nemaor 30 Tahun 2007, maka
orerukan penyusunan Rencana Umuemn Energe di ingkal provinst,.  Hal tersebul juga
dijgabarkan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2014 vang difindaklaniuli dengan
Feraturan Prasiden No. 22 Tahun 2017 bahwa Pemeanntah Proving mensyusun Rencana
Lmum Energl Daserah (RUED) berdasarkan RUEN yang harus mengakomodasi
Kebiakan Pemerintah Provinsi mengenai rancana pengelolaan enangi dan merupakan
penjabaran rencana pelaksanaan kebjakan energi yang bersifal linfas seklor uniuk
mencapal sasaran kebljakan energl di tingkal Provinsi dengan mengulamakan
pemanfaatan energl selempat.

kanajemen energi untuk rmengetahui perminiaan dan penyediaan energl daerah peru
dibuat sedini mungkin agar terjadinya krisis energl akibal ketidakssimbangan antara
permiriaan dan penyadiaan enargl mampu diantisipasi. Adanya hal lersebul maka
Femenntah Daerah Proving: Gorontals malalid SOPD terkadl perls memyusun RUED
(Rencana Umum Energi Daerah) yang berlujuan uniuk melaporkan kebuluhan akan
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permintaan energl serls ketersediaan engrgi di alam wntuk masa kmi dan mass
mendatony, Selingga apabala krisis energr benar lerjad] maka Pemerinlah Daerah
Provinsi Goronlalo mampu mengantisipasinya semaksimal mungkin agar kebutuhan
energl bagi masyarakal lelap leraga di masa Kim dan mendatang. Pengefolaan energi
pada masa kini tentunya harus dibual secars sistemnik dan terpennci sehingga di masa
meandatang susiy dasrah tidak peru malakukan impoar enedfgl arlinya perly dilakukan
adanya kemandirian energl dan kelahanan energl pada suatu daerah agar dapal latap
memonuh kebuluhan energi bagl sefuruh meEsyarakainya.

Provings Goronlahy sebaga provinst yang memaliki wilayah yang menempali sebagian
kawasan ulara Pulau Sulawesi dengan berbagail karakteristik witayah, mulas dar wilayah
pesislr sampal dengan wiayah pegunungan, dimana baberapa wilayah di provinsi ini
memiliki daya lark bagl inveslor untuk berinverlasi di sektor industii dan komersial.
Dengan demikian adanya berbagai industri memberkan berdampak bag pertumbuhan
ekonomi yang dekuti demgan pertambahan penduduk. Kondisi tersebul dapat
membankan penganihnya lerhadap kebutuhan energl bask saal m maupun di masa
mendatang,

Femanuhan energl di wilayah Prowing Gonontalo saat inl belum sepenubinya merata
khususnya o beberapa kabupalen. Kondisl tersebut dipengaruhi oleh masih adanya
masyarakal miskin (mencapal 18,32 %). Salain lu, faktor infrastrukiur distrbusi ensrgl
yang bedum merata menjadi permasalahan keenergian yang dibadapi olah provinsi ini,
RUED Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat menjadl acuan bagi sistem pangeloktasn

enerdgi daerah yang inlegral dalam mengatasi permasalahan dan tanlangan energi dalam
rangks menupl ketahanan dan kemandirian energl di Provinel Gorontala,

1.2 Ruang Lingkup
Ruang penyusunan RUED Provins GGorondalo antars lain adalah:

1. Penyusunan dala penyediaan dan permintaan energ df Proving: Gorontalo
bardacarkan data tahun dasar 2015 dan tahun akhir kajian hingaga tahan akir 2050,

2, Penyusiunan RUED Provinsi Gorondalo menggunakan asumsi PORB yang optimes
dengan mempernabiken rencana pembangunan dan pengembangan daerakh,
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Panyusunan RUED Provingl Goronlalo mengacu pada larget Kebijakan Energi
Masional yang disesuaikan dengan podensi dan ketubshan energl daerah;
Honsumsl energi linal akan berkurang dengan menerapkan program konservas dan
alisiensi enargy,

Penyusunan RUED Prownsi Goronlald menggunakan data dasar dan BPS
Indonesia, BPS Provinsl Gorontalo, Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral,
Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provinsl Gorontalo, PT Pertamina, BPH
Migas. PT FLN, Bappenas, Bappeda Provinsi Gorontalo, serla pihak-pihak lain;
Penyusunan RUED Provinsi Goronlalo memperoleh masukan dart Focus Group
Discussion (FGD) yang dilaksanakan di daerah yang melibatkdan Organisasi
Parangkatl Dacrah (OPD) terkait;

Proyeksi pemodelan kebubuhan dan penyediaan energt Gorontalo di datam dokumen
RUED-P menggunakan software Long Range Energy Aemalive Planning (LEAP).

1.3 Aspek Regulas
Fenyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Goronlalo mi diandasi aspek
regulasi, perizinan, dan perundang-undangan yang lerkad enorgl, & anlarany::

1,

Y o L

UL Nomor 30 Tehen 2007 fantang Enaergi, yang di dalamnys maemual,

a. Pasal 18 ayat (g “Pemenntah Daeran menyusun Rencana Umum Energl
Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energl Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (17

k. Pasal 18 ayal (2] "Rencana Limum Enangl Dagrah, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah,”

UL Nomar 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalstrikan;

U Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Femearinliahan Daerak;

Peraturan Pemernlah Nomaor 70 Tahun 2009 tentang Konsarvasi Energi;

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 fenlang Kebiakan Energi Magional;

Peraluran Fresiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Uimum Erergi Nasionai,

yang didalamnya memual Pasal 2 ayat (3b); RUEN sebagai pedoman Pemenntah

Provingi untul penyusunan RUED-P,
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7. Peraluran Presiden Nomor 58 Tahun 2017 lentang Tujuan Pembangunan
Berkalanjulan/TPE,

8. Peraturan Menter Dalam Neger Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tala Cara Perencanaan, Pengendallan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
sangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Sarla Tala Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeran,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeriniah
Caerah;

9. Peraturan Daerah Provings Gorontalo Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Rencana
Pambangunan Jangka Panjang Dasrah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025;

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menangah Daarah Provingi Garantale Tabun 2012-2017.

1.4 Possi dan Helérkaitan RUEN, RUED dengan Perencanaan Pembangunan
Masional dan Daarah

Posisi dan keterkailan RUEMN, RUED dan Perencanaan pembangunan dalam hal ini
dapal dijpbarkan sebagal bankul:

. RUED Provins merupakan penjaberan dar RUEN yang inengakomodasi polensi dan
permasalahan anergi yang ada di tingkat provinsi. RUEN menggunakan pendekatan
yang bersifal Top Down, demana program dan kebsiakan energi yang bersifal nassanal,
hams diskuti dan dijabarkan oleh Peameriniah Provinsi dan meniadi ndukan dalam
perencanaan pembangunan daerah, Sedangkan RUED dikembangkan dengen
melibatkan proses Saltorn Up menyangkul usulan pembangunan anengl dard tingkal
bawah (masvarakat) ditindaklanjuti ditingkat Provins| yang pada akhimya mengadi
masukan bag pemutaberan RUEN,

b, Keterkastan RTRW dan RUED Provins|, dalam hal inl muatan program dan kebiakan
anergi yang lenuang dalam RTRW yang mengakomodasi potensi enengl dan [arngan
infrastruktur énergl yang dirancanakan sampai dengan Tahun 2030 (RTRW Pravnsd
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Gorontalo Tahun 2010-2030) dan kemudian periode berikulnya mengikutl rencana
vang lerluang dalam RUED Provins Goronlalo ingga ehun 2050,

Heterkaitan RUEM, RUED dan Perencanaan Lainnya dapat dilihal pada Gambar 1.1 dan
1.2,
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Gambar 1.1 Keterkaitan RUEN, RUED dan Parancanaan Lalnnya - 1
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Gambar 1.2 Keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan Lainnya - 2
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Penyusunan BUED-P memperolah masukan dari dokumen perencanaan dacrah yang
sudah ada sebelumnya, seperti RPJMD/RPIPD, RPIP, RUKD, RTRW dan dokumen
perancanaan lainnya, Mengingat perencanaan RUED-P darl tahun 2018-2050,
saianjulnya dokumen RUED-F akan menjadi acuan uniuk penyusunan dokumen daerah
di masa mendalang.

1.5 Tahapan Penyusunan Rued Provinsi Gorontalo

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Gorontalo disusun aleh Tim Lintas OPD
yang dibentuk melalul SK Gubemur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Panyusunan
Rencana Umum Energi Dasrah Provinsi Gorontalo. Tim lintas OFD dikoordinasikan dan
difasilitas oleh Dings EEDM yang beranggolakan Bappeda, OPD terkait, BFS Dacrah,
BUMN Energi, Akademisi, dan pihak terkait lainnya,

Dalam penyusunan RUED-P Gorentalo, Tim lintas OPD daerah didampingi oleh Dewan
Energr Masional, Kementenan ESDM dan Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P
{(FZRUED-P),

Tahapan penyusunan RUED-P Gorontalo dapal digambarkan sebagai berikul:

e dasran dan
baue e daa

Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RUED-P
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1. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting bagi pemerintah daerah
dalam persiapan RUED-P. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi
pembentukan tim sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo, untuk

memudahkan koordinasi lintas sektoral antar SKPD. Selain itu, pada tahap ini

data RUEN.
2. Pengumpulan dan pengolahan data

Tahap pengumpulan data membutuhkan waktu cukup panjang. Data yang
digunakan dalam penyusunan RUED-P Gorontalo ini merupakan data sekunder

yang diperoleh dan diolah dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik
{BPSY Pertzminr=, 044\l rlan berbngai, jnstzpgi daeyah lajinpMa. Qohip  Ith,
dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis lainnya seperti RPJMN,
RPJMD, RPJPD, RTRW, Renstra, RAD-GRK Provinsi Gorontalo, dan berbagai
dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan terkait energi baik di tingkat
pusat maupun daerah. Sebagai tambahan, dilakukan kajian literatur lainnya

untuk melengkapi data yang diperlukan.
3. Pemodelan/Proyeksi/ Analisis Hasil Pemodelan

Pemodelan dalam RUED-P dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan
penyediaan energi daerah di masa mendatang. Pemodelan menggunakan

baseline 2015 dengan asumsi hingga 2050 sesuai dengan skenario RUED. Hasil

\zInrt rlinoroloh  l/ornlirli-n  rlian’llisa unhl1i/rnornhant’ tim rl5l<s:irn rnOMIISIIN
YU~ Vit ity V| NAUJLAI [ 111 i U Iin AUl U ol
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program kegiatan.
4. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan dilakukan setelah hasH pemodelan/proyeksi selesai
dikerjakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan kebijakan dan tata kelola energi
di Provinsi Gorontalo yang disinkronkan dengan kebijakan Pusat meliputi visi,

mici tliUsiin Casicir<iBOrgilctriltani rl:l.n.irahnenrtomh—nnzn  pongtalli\l;\.;anorrti
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di Provinsi Gorontalo. Kebijgkan yang leruang di dalam RUED-P diantaranya
simshpnal roadima pengemnBangan ndrastrukbs enargy dan pandanaan yang
diberfulvican untuk mencapal target yvang ditetapkan.

. Penyusunan Dokumen RUED-P

Pada (ahap ini dilakukan pemyusunan dokumen RUED-P yang berisi narasi, dan
malrik program kegialan dengan menyinkronkan terkebinh dahulu dengan target
yang lerdapat di dakam RUEN.

G. Finalisasi Dokumen RUED-F

Fada tahap inl, dilakukan rapai dengan para pemangku kepentingan teckat dan
didampingi cleh tim PZRUED-P untuk mendapal masukan (erkall naskah RUED-
P dan rancangan Perda RUED-P yang tsiah disusun, Masusan-masukan yang
diperoleh dalam peremuan tersebul diskomodic unfuk  penyamplamasn
Dokumen RUED-P Gorontalo yang kemudian ditelapkan melakul Peraluan
Caerah,

1.6 Swtematika Panulizan RUED

Sistematika penulisan RUED-P disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancana umum Energi Nasional yang didalamnya
terkandung pedaman feknig,
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Tabel 1.1. Sistematika RUED Provinsi Gorontalo

BAB KETERANGAN SUBSTANSI
Bab | Pendahuluan Latar Belakang, Ruang Lingkup, Aspek
Regulasi, Posisi dan Keterkaitan RUEN,
RUED-P dengan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Daerah,
Tahapan Penyusunan RUED Provinsi
Gorontalo serta Sistematika Penulisan
RUED-P
Bab Il | Kondisi Energi Daerah |lsu dan Permasalahan Energi, Kondisi
Saat Ini dan Masa Energi Daerah Saat Ini dan Kondisi Energi
Mendatang Daerah di Masa Mendatang
Bab Il | Visi, Misi, Tujuan & Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Sasaran Pengelolaan yang terdapat di dalam RUED-P
Energi Daerah
Bab IV | Kebijakan dan Strategi | Kebijakan Energi Daerah, Strategi Energi
Pengelolaan Energi Daerah, Kelembagaan Energi Daerah dan
Daerah Instrumen Kebijakan Energi Daerah
BabV | Penutup | Kesimpulan

Rencame o Enerye Daerff (RLED) Goroutaly
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BAB I

KONDIS| ENERGI DAERAH DAN
EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG

2.1 Isu dan Permasalahan Energi

lsu dan permasalahan energi baik di nasional maupun daerah Provinsl Gorontalo dapat
ditraikan sebagai barikut:

2.1.1 Izu dan Permasalahan Energi Nasional

Isu dan permasalahan energi nasional di yang divlas pada pada bagian ini manpakan
saduran langsung dari Lampiran Parpres No. 22 tashun 2017 lenlang Rencana Umum
Energi Nasional. Ulasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran isu dan permasalahan
energl nasional baik langsung maupun fidak langsung ada kaitannya dengan isu,
permasalahan dan potensi solusi energi di Pravinst Gorantala,

Konsumsi energl di Indonesia terus tumbuh sejalan dengan pertumbuban industn dan
pertambahan penduduk. Darl sisi pasokan, saat ini bauran energi di Indonesia masih
didomninasi oleh energi fosil khususnya minyak bumi yang secara alami produksinya
mengalami penurunan sshingga maningkatkan ketergantungan terhadap impor.
Berdasarkan RUEN pasokan energi primer di Indonesia mengalami peningkatan dari
176,3 MTQE di tahun 2013 menjadi 196,6 MTOE di tahun 2014, Bebarapa parmasalahan
atau tantangan pengembangan anargi dalam skala nasional antara lain sebagai berikul:

1. Sumber Daya Energi Masih Diperlakukan Sebagai Komoditas
Sumber daya energi saat ini masih manjadi komoditas andalan untuk penerimaan
negara, belum dimanfaalkan sebagal modal pembangunan. Conloh yang mudah
dianalisa ialah gas dan balubara. Saal inl Indonesia masih melakukan ekspar gas
humi karena tarikal dengan kewafiban kontrak jangka panjang dan Udak mudah untuk
dialihkan. Pendapalan alau devisa dan ekspor gas masih digunakan sebagai andalan
bagl penerdimaan negara. Namun disisl lain pemanfaatan gas bumi dalam negan
belum optimal karena terbalasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumst gas
dalam negen yang rendah. Akibatnya produksi gas yang melimpah disalurkan
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dengan ekspor dan menghasilkan devisa. Lebih lanjut hal ini menyebabkan multiplier
effect bagi ekonomi dalam negeri terutama pengembangan industri, penyerapan

tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Hal demikian juga terjadi untuk komoditas batubara, Total produksi batubara nasional
pada tahun 2015 ialah 461,6 juta ton, namun pemanfaatan dalam negeri hanya

20,7% atau 95,8 juta ton dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit

berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara eksportir
batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dad
cadangan dunia (BP Statistical Review of World Energi 2014). Tingginya ekspor
batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa.
Untuk mencapai tujuan RUEN dan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan,
ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan dalam

nagerinya rilitingl'.tkan 89:'\Itu pul;z rlannan "as h, eV L0r mLrt.nlablh rlirY 'lgprg” trt,n
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untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan bahwa energi merupakan

tersebut belum sepenuhnya didukung dalam peraturan perundang-undangan yang
ada. Oleh karena itu, dalam RUEN dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk
benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas
alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar atau
bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan

nasional.
Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi

Produksi minyak di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu dan Indonesia merupakan
salah satu negara produsen minyak tertua di dunia dengan cadangan yang relatif
kecil dibandingkan dengan kebutuhannya. Pada saat ini cadangan minyak bumi
terbukti di Indonesia hanya sekitar 0,2% dari cadangan dunia, yaitu berada di kisaran

3,6 miliar barel. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami

19



tahun 2015. Dalam 5 tahun terakhir, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan
tingkat produksi atau Rasio Pemulihan Cadangan (Reserve Replacement
Ratio/RRR) hanya berkisar 65%. RRR ini tergolong rendah dibandingkan dengan
tingkat RRR ideal sebasar 100% yang berarti setiap melakukan produksi sebesar 1

barel minyak, idealnya harus menemukan cadangan sebesar 1 barel juga.

Rendahnya RRR dan penurunan produksi minyak dan gas bumi disebabkan oleh
sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya
tingkat keberhasilan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak, minimnya
keterlibatan pemerintah langsung dalam kegiatan eksplorasi, maupun iklim investasi
migas yang kurang kondusif bagi pelaku usaha, seperti tumpang tindih lahan,
perizinan yang rumit, permasalahan tata ruang, dan masalah sosial. Selain itu
terdapat berbagai kendala teknis antara lain, penurunan cadangan yang terjadi
secara alami pada lapangan-lapangan yang sudah tua dan belum optimalnya
penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (ECR) pada sebagian besar lapangan-

lapangan minyak tua di Indonesia.

Fenomena turunnya harga minyak dunia dalam 2 tahun terakhir tidak pernah
diperkirakan sebelumnya. Kecenderungan harga energi yang selalu meningkat
dalam sepuluh tahun terakhir berubah dengan menurunnya harga minyak, dari
sekitar US$ 100 per barel pada tahun 2014 menjadi di bawah US$ 35 per barel pada
akhir tahun 2015.

Kecenderungan rendahnya harga minyak dan gas bumi dunia diperkirakan akan
terus berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh
berlimpahnya pasokan akibat lonjakan produksi migas non-konvensional yaitu
minyak/gas serpih (shale cil/lgas) di Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan Argentina.
Sementara itu, pasokan gas dunia diperkirakan akan melimpah dengan adanya
penemuan-penemuan cadangan gas raksasa dunia (Rusia, Qatar, Iran, PNG,

Australia, dan lainnya) yang dapat menekan harga jual gas di pasar internasional.

Kelebihan pasokan energi tersebut akan membentuk keseimbangan pasar dan
struktur harga energi dunia yang dapat mempengaruhi kebijakan energi hampir

semua negara di dunia. Penurunan produksi migas domestik dan gejolak harga
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minyak dunia perlu disikapi dengan tepat dan hati-hatL Penurunan harga migas
menyebabkan pemerintah dapat mengurangi biaya impor dan mengendalikan harga

bahan bakar domestik. Walaupun demikian, menurunnya harga migas juga

disinsentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam jangka menengah,
dampak dari rendahnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah semakin
berkurangnya produksi migas nasional, yang dapat mengancam pencapaian tujuan

kemandirian energi nasional.
Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan
anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi dalam rangka
memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu bagian dari infrastruktur energi yang vital dalam penyediaan dan distribusi
minyak dan gas yaitu kilang pengolahan minyak dan pipa transmisi. Keterbatasan
kapasitas kilang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan dalam hal
impor minyak mentah dan 88M. Volume impor minyak mentah dan 88M cenderung

itu, transportasi gas anty!™ nlol™  \onon
menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum
terintegrasi sepenuhnya, sehingga gas yang diproduksi tidak dapat langsung
didistribusikan ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan
pasokan gas dengan harga yang rasional. Kekurangan infrastruktur energi ini
menyebabkan terjadinya kelangkaan 88M dan LPG di sejumlah wilayah, terutama di

wi/ayah Tengah Indonesia. Di samping itu, adanya disparitas (perbedaan) harga

ono!'gi,Mfann C':innattipngi, antara, P.ola” 1:\A/dan nulizllajdal JaipnVla  momhrl;:>t hiz:ia

aktivitas ekonomi menjadi tinggi.

Untuk sektor ketenagalistrikan juga masih membutuhkan banyak perbaikan dan
peningkatan. Saat ini transmisi listrik di masing-masing wilayah Sumater8,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya. Sebagai dampak
belum terintegrasinya infrastruktur ini, rasio elektrifikasi nasional tahun 2015 baru

mencapai 88,5%, yang artinya masih ada sekitar 29,4 juta rumah tangga Indonesia
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belum mendapatkan akses listrik. Kapasitas terpasang per kapita Indonesia baru
mencapai sekitar 218 Watt per kapita, sementara konsumsi listrik per kapita
penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 910 kWh; kapasitas terpasang pembangkit
nCionay pa.-lath™n me1y; hal'll menr-anai, Savital? y3: 2y, 1 Intuk ry,anr-")p;zaonCiliry,S"1
listrik sekitar 1.000 Watt per kapita, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 200 GW
atau 4 kali total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini. Ketiadaan akses
listrik ini menyebabkan terhambatnya pembangunan wilayah dan pengembangan

potensi-potensi ekonomi (industri, pariwisata dll).
Ketergantungan Terhadap Impor 88M dan LPG

Sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak netto (net oll
importer). Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan minyak yang terus meningkat
sementara produksinya terus menurun. Peningkatan konsumsi minyak dalam negeri
merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.
Peningkatan konsumsi 88M dalam negeri juga disebabkan pola konsumsi yang
sangat boros atau tidak efisien, salah satunya karena pemakaian BBM yang
sebagian masih disubsidi. Borosnya konsumsi energi penduduk Indonesia tercermin
dari tingginya indikator elastisitas energi, yang merupakan perbandingan antara
pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ideal dari
elastisitas energi yaitu di bawah 1, namun elastisitas energi Indonesia dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir (2010-2015) masih di atas 1.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya fasilitas kilang minyak yang tidak
mengalami penambahan secara signifikan sejak pembangunan kilang Balongan
pada tahun 1994; sehingga impor BBM terus meningkat. Saat ini terdapat tujuh kilang
PT. Pertamina (Persero) dan empat kilang non- PT. Pertamina (Persero) dengan

kemampuan produksi BBM sekitar 673 ribu BOPD.
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Tabel 2.1 Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010-2015

Konsumsi Produksi Kilang impor BEM
BBM BBM Noan BEM
2010 1.084 B48 235 448
2 1.187 650 285 537
2012 1.206 65T J06 549
2013 1.234 G671 232 563
2014 1.239 673 266 666
2015 1.229 H81 204 S4R

Sumber: Rencana Umum Energi Nasicnal - Satuan: Riou BOPD

Keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007-2010
menyehabkan kansumsl | PG dalam nager naik cukup tajam. Mamun, kapasitas
kilang LPG untuk pasokan dalam neger lerbalas. Akibatnya, sekitar 60%
konsumsi LPG domestk dipenuti melalui impor. Salah satue upaya uniuk
mengendalikan pertumbuehan konsumsi LPG adalah dengan meningkatkan
pemanfaatan gas alam di dasrah perkotaan melalui ekspansi janngan gas kota,
namun perkembangan dari upaya ni belum optimal.

5. Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran

Salah satu upaya unluk menmngkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan
mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk enargl fosll menjadi subsid)
untuk EBT. Subsidi energi sangat membebani APBN. Oleh karenanya dilerapkan
subsidi energi yang lebih berkeadilan. Dengan diterapkannya kebijakan penyasuaian
harga BBM dan listrik, maka pada tahun 2015 subsidi energl mengalami penurunan
menjadi Rp. 118,1 lriliun dibandingkan lahun 2014 yailu sebesar Rp. 341,8 trliun.
Besarnya subsidi dipengaruhi aleh dinamika harga minyak dan LPG di dunia.
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Gambar 2.1 Subsidi Energi Tahun 2004-2015
Sumber: Rencana Umum Encmi Masional

Selain jumlah subsidi yang masih relatif ingg, alokasi dana subsidi juga masih belum
tepal sasaran, kereng sebagian besar dari subsidi tersebut justru dinikmati oleh
kelompok masyarakat berpendapatan tinggli dan pemillk kendaraan bermotor,
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil
darn subsidh lersebul. Menanggap permasalahan i, di tahun 2015 secara bortahap
telah dilakukan pearubahan kebijakan harga BEM dan histrik sehingga harga energi
mencerminkan keekonomian dan lebih berkeadilan, Kepenlingan masyarakal kurang
mampu tetap terindungi dengan adanya program bantuan sosial untuk kelompok
masyarakat miskin.

Pemanfaatan EBT Masih Rendah

Sektor Energl Baru dan Terbarukan saat ini belum beqgitu berkembang di Indonasia.
Penyebab harga EBT belum kompelitil yailu dampak pembenan subsidi untuk BEM
dan listrik yang berlangsung cukup lama serta masih mahalnya biaya dari sebagian
hesar ieknologi EBT. Akibainya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing
dengan energi fosd. Biraya Pokok Penyediaan (BFP) Tenaga Listnk Masional yang
masih balum mamadal menyebabkan pengembangan dan pamanfaatan EBT masih

Wrraaroma e Bz Bnivaet T CAEEN. v uniain ot



terkendala, tidak maksimal dan mengekibatkan keterganlungan yang besar pada

energi fosil,

Fotensi EBT seperti panas bumi, air, bicanergi, sinar matahan dan angin/bayu sangat
melmpah & Indonesia. Kawasan hulan Indonesia seluas 120 jula heklar memilik
potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangal besar. Pada tahun
2015 porsi EBT hanya sabasar 5% sabagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.
8 Mimyak bui
® Batu ham

® Gas bueni
= Energl bara dnn terbanikan

Gambar 2.2 Badran Energi Tahun 2015
Sumbar: Rencana Umum Enargl Nasional

Fada tahun 2015 porsi EBT dalam bauran energi nasional di sektor kelistrikan juga
relatif masih rendah, yaitu sebesar 10,5% dari tolal produksi. Sebagian besar energi
yang digunakan pada pembangkil istrik bersumber dar batubara sebesar 56,1%
kemudian diikuti aleh gas bumi sebesar 24 8% dan BEM sebesar 8 6% sebagaimana
dapat dilihal pada Gambar 2.3 di bawah ini.
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Gambar 2.3 Bauran Produksi Listrik Energi Tehun 2010-2015
Sumbar Rencana Umim Energi Nasional

Rendahnya pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik disinyakir
terjadi karena berbagai parmasalahan, diantaranya:

* |nsentif untuk pemanlaalan EBT belum optimal,

= Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan
Investasi;

= Proses perizinan yang relatif rumit dan memakan waktu yang cukup lama di
tingkat pusat atau daerah;

&  Parmasalahan [ahan dan lala ruang.

Salah satu contoh terkait dengan permasalahan pemanfaatan potensi EBT yaitu
pada pengembangan panas bumi. Potansi panas bumi di Indenesia adalah yang
terbesar di dunia dan leleh dikembangkan sejak lahun 1972, Namun begilu
pemanfaatannya belurn optimal karena seringkali terkendala dengan izin khusus dan
ist kelastarian hutan: hal ini disebabkan lokasi sumber panas bumi di Indonesia
umumnya lerletak di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Kendala lainnya
yaitu risiko eksplorasi panas bumi yang masih tinggl, rasio kebarhasilan pangabaoran
{drifing success retfo) yang masih rendah, dan tingginya impor komponen fabrikeasi
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khususnya komponen pembangkit dan fasilitas produksi.

PemanfaatanEnergi Belurn Efisien

Pemanfaatan energi yang belum efisien dapat dilihat dad indikator efisiensi
penggunaan  energi Yyaitu intensitas energi nasional, sebesar 543 TOE/US$
(berdasarkan harga konstan tahun 2005) dan elastisitas energi rata-rata lebih dari 1

selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2015). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

belum efisien ini diantaranya disebabkan oleh hal-hal berikut:

n Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP 70 tahun 2009 belum
dilaksanakan secara konsisten;

v Ketersediaan standar dan label hemat energi belum mencakup seluruh peralatan
dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi, dan belum optimalnya
pelaksanaan pemberian standar dan label hemat energi untuk produk-produk yang
beredar di pasar domestik (khususnya yang wajib hemat energi);

s Program restrukturisasi mesin atau peralatan industri dalam rangka meningkatkan
efisiensi energi oleh penggunaan teknologi belum dilaksanakan secara luas pada
industri.:Inrlbshyj Yan™ |sham tnig'l (sola',n,iprlust.qj telrC'iil Zas |ralli dan...uta;

w  Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan;

@ Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas;

i Subsidi terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan;

~ Selum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak
melaksanakan efisiensi dan konservasi energi;

m Masih tingginya harga peralatan atau teknologi yang efisien atau hemat energi;

o 8Qlum_ boriglanp\l~ I='nor’i Ser'ice  r'mnny 4 {I=sra...._di I'nduC'tri flzn hr>ntlntin
komersial (ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang
menjamin penghematan biaya energi);

w  Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor
belum tersedia;

n Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi serta keterbatasan sumber daya

pelatih dan fasilitas pelatihannya;
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Paris pada bulan Desember tahun 2015 telah menyepakati Paris Agreement yang
rnenyalakan bahwa kenaikan suhu Burni harus dikendalikan rnenjadi kurang dar! 2°C.
Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara dan mengikat secara hukum,
dengan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR). Pemerintah
Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determine Contribution (INDC)
kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
dimana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk menurunkan emisi
(yang umum diketahui sebagai usaha mitigasi) GRK sebesar 29% dibandingkan
Business as Usual (BAU) dan dengan tambahan 12% menjadi 41 % dengan bantuan
internasional pada tahun 2030. Seiring dengan target pembatasan kenaikan
temperatur global di Paris Agreement ada kemungkinan besarnya penurunan emisi
GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk
mencapai target nasional. Dengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK
yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari
sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK (setelah tata-guna lahan
dan kehutanan) diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan.

KEN dan penjabarannya dalam RUEN menjadi sangat strategis untuk merespon
kecenderungan dan agenda-agenda global seperti yang tersebut di atas. KEN
mempunyai tujuan ganda yaitu percepatan pengembangan EBT sekaligus menekan
laju pertambahan emisi GRK dari penggunaan energi fosil. Konsistensi implementasi
pokok-pokok kebijakan dalam KEN yang dituangkan pada RUEN menjadi kunci
keberhasilan Indonesia meningkatkan ketersediaan dan akses energi (kemandirian

dan ketahanan energi), sekaligus membangun sistem energi yang rendah karbon.

2.1.2 Isu dan Permasalahan Energi Daerah

Isu dan permasalahan energi daerah yang ada di Provinsi Gorontalo sesuai dengan

karakteristik demografi dan topografi Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastuktur penyediaan dan distribusi energi

Bahan bakar minyak sebagai kebutuhan energi yang dominan di Provinsi Gorontalo
tidak didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Ketidakadaan

instalasi pengolahan dan penyimpanan yang mampu memberikan jaminan pasokan
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bahan bakar untuk kebutuhan bahan bakar minyak yang dikonsumsl di Frowvinsi
Gorontilo.

Gambxar 2.4 Pola destnbust babian bakar minyak Pulbau Rabmantan dan Sulawes
Surmber | BPH-Migas.

Gambar 2.5 Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Sistem Interkoneksi Sulawesd
Utara-Gorontalo-Gorontalo (Sulawesi bagian ulara)

Sumber ! RUPTL PT.PLN [Parzera) Tahun 2018-2027.
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Sejalan dengan itu, sistem penyediaan tenaga listrik juga belum mampu merata.
Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat capaian rasio elektrifikasi Provinsi
Gorontalo baru mencapai 79,18% sampai dengan akhir tahun 2015. Disamping itu,
beberapa wilayah di provinsi ini belum terjangkau sistem interkoneksi Sulawesi Utara-

Gorontalo yang menyebabkan masih adanya sistem isolated.

2. Ketergantungan bahan bakar minyak masih tinggi pada konsumsi energi final

Provinsi Gorontalo

Proposi bahan bakar minyak dalam konsumsi energi pada Provinsi Gorontalo pada
tahun 2015 mencapai 184,46 ribu TOE atau setara dengan 73,34 % dari total
konsumsi energi. Kondisi tersebut memberikan pertanda bahwasanya bahan bakar
minyak masih mendominasi konsumsi energi masyarakat Provinsi Gorontalo. Dimana
pada sisi lainnya, penyediaan bahan bakar minyak ini ditopang dari wilayah lain
(kilang berada di Pulau Kalimantan). Permasalahan ini memunculkan kekhawatiran

akan jaminan pasokan dan ketahanan energi Provinsi Gorontalo.
3. Konsumsi bahan bakar minyak masih tinggi dalam penyediaan energi listrik

Penyediaan tenaga listrik di Provinsi Gorontalo, dimana beban puncak mencapai 81,9
MW pada tahun 2015, disuplai oleh pembangkit yang berada di Provinsi Gorontalo
dan Sistem Interkoneksi Sulawesi Utara-Gorontalo. Kondisi pembangkitan di provinsi
ini masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar BBM, PLTD, mencapai 63,08

% dari kapasitas total pembangkit di Provinsi Gorontalo.

Komposisi pembangkitan tenaga listrik sebagaimana telah disebutkan memberikan
permasalahan pada sisi biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang secara langsung
berimbas kepada harga jual tenaga listrik. Dimana di sisi lain, harga beli pelanggan
tenaga listrik telah ditetapkan berdasarkan Tarif Tenaga Listrik PT. PLN (Persero).
Selisih dari harga tersebut dibebankan kepada subsidi yang diberikan oleh

Pemerintah.

Tabel 2.3 Jenis Pembangkit Listrik di Provinsi Gorontalo Tahun 2015
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Kapasitas Daya
Jenis Bahan
Pembangkit |  Bakar T"F““"" ot '1:.“;.‘,’;"

 PLID BEM 232 15,2
PLTG . BEM 100,0 100, 0
PLTN | Air 6.2 I 4

_ PLTU | Batubara 21 | 2%

| PLTS | Surya 2.0 | 18

| Textal 152,5 | 141

" Bumber - RUPTL PT.PLN {Persero) Tahun 2017-2028,

4, Ketergantungan pasokan bahan bakar minyak dar wilayah lain

Pasokan bahan bakar minyak Provins Gorondalo dipasok dan Kilang Balikpapan
(Pulau Kalimantan] vang didistribusikan menggunakan moda transponasl laul,
Ditambzah dengan cadangan pasckan yang dapat dipasok menggunakan jalur darat
dari wilayah letangga (Provinst Sulawesi Ulara dan Gorontalo). Kondisi tersebut
meambenkan kecawanan lerhadep jaminan pagsokan dan kelahanan enefg provingi
yang ditambah dengan bedum adanya msialas langka Umbwen yang memnbesikan
permasalkehan belum adanya cadangan pasck bahan bakar minyak di Proviess
Gorontao,

2.2 Hondisi Enerni Daermah Saat Ini

Sub-bab Kondis: energ daerah Provinsl Gorontalo saal ini beris tentang mvemntansas: dan
varfikast dala pengelplaan energl daerah Provinsi Goronlale pada 1shun dasar
pemodetan (2015}, yang mencakup antara lain:

2.2.1 Inddkator Sosc-Ekanorm

Indikatar yang mempangardshl dan mancemmnkan kandist anargl daeran saat i malipubi
mndikalor sosic-ekonomi lgrbagl atas jumlah pendudulk, pendisduk pedesaan  dan
parkotaan, jumlah tenaga kerja dan fingkat pengangauran. Engkat kemiskinan, PRERE Par
Lapangan Usaha, PORE per Kapila dan Jumigh kendaraan bermotor, yang akan dibahas
erikuf ini.

Wondist sosial skonomi mempunyal kedudukan vang sentral dalam pembangunan
daerah, kadudukannya sebagai subjek pembangunan dan juga sekaligus sebagai objek
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pembrnguenan, Sebagai subjek pembangunan, dalam hal ini mengacu pada demografi,
diharapran dengan jumiah panduduk yang besar dapal membenkan keunlungan
akonomis diantaranya biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terfaminnya persediaan
enaga kena. Dalam lingkup perencanaan, sebagal subgek, penduduk  membuoal
parencaaan yvang diwakili oleh perancana. Sedangkan sabagad objek pambangunan
mengandung ari banwa segala upaya yang dilakukan gleh pembangunan sasasannya
adalah guna meningkalkan kesejableraan dan kuallas penduduk. Dalam  hal
perencanaan, lingkah feku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok
dalam proses perencandarn.

2.2.1.1 PORB Par Lapangan Usaha

PORB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Provinsl Gorontalo adalah kemampusan
wilayah proveng in unbuk menciplakan nila lembah pada suatu waktu tertentu, PDRB per
lapangan usaha dapal dibagi menjadi 17 kategor (Tabel 2.4)

Tabel 2.4 PDRE Manunat Lapangan Usaha Provinsi Gorgntalo Tahun 2015
(Hargas Konstan 2010)

PDRE Atas Dasar
Lapangan Usaha Harga Konstan
(Miliar Rupiah)
Pedanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,024 61
Pertambangan dan Penggalian 0431
Industri Pangolahan 823.13
Pengagaan ListikdanGas | 1555 |
| Pengadaan Alr, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 10,50
| Daur Ulang -
| Konsiruksi | 271155
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 5 276 22
| dan Sepeda Motor ity
Tranaportasi dan Pargudangan 1.324.74
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 482 20 |
Informasi dan Komunikasi | 64477
Jasa Keushgan dan Asurarns { 817.%0
Real Estate [ 428.83
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|
] PDRE Atas Dasar
Lapangan Usaha Harga Konstan
, [Miliar Ruplah)
| o
| Jasa Perusahaan - 21.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan ' | GTE.5G
Jaminan Sosial Wajib = covad IR
Jaza Pandichkan 858.61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BO3.68
JB85a lainnys S82.50
LEDRE : 2206880

2.2.1.2 Pandapatan par Kapila
PDRE (Pendapatan domestik regional brulo) perkapits Provingi Goronialo pada tahun
2015 adalah sebesar Rp. 19.474,125,69 per kapita. Dengan pernilungan sehagas berkul:

PDRE pada tahiun 2015
jumlah pendudulk tahun 2015

Ry, 2206580 Miliar
1.123.200 [iwa

Pendapatan per kapita tahun 2015 = Rp, 19474, 12589
2.2.1.3 Jumiah Ponduduk

Pendapatan per kxpita tabun 20105 =

Pendapatan per Kapita tabun 2015 =

Jumiah panduduk Provinst Gorontako pada tahun 2015 mencapai 1.133.200 jiwa dimana
mengalami periumbuhan rata-rata sebesar 1,73 % dari tahun sebelumnya. Berdasarkan
angka lersebul, maka hanya 0,44 % dan jumiah penduduk Indonesia pada ahun 2015
yang mendiami wilgysh administratil Provinsi Gorontalo, Adepun persentgse panduduk
yang mandiami perkotaan di provins! ini mencapal 39 %. dimana memiliki pengertian
bahwa penduduk yang mendiami perkotaan relabfl lebdy sedikitl danpada pedesaan,

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tabun 2015

Jumiah |_-_ﬁ'urum'|t.|'1un'
Mo, Kabupaten/Hola | Penduduk Parsebaran
(iwa) | Ponduduk (%
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1 Boalemo 149.832 13,22

2 Gorontalo 370.441 32,69

3 Pohuwato 146.896 12,96

4 Bone Bolango 153.166 13,52

5 Gorontalo Utara 110.700 9,77
| 6 Kota Gorontalo | 202.202 | 17,84 |
Total Provinsi 1.133.237 100,00

Total jumlah

rata-rata jumlah orang pada setiap

Kondisi

tersebut

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

ditambah  dengan

kepadatan

rumah tangga di Provinsi Gorontalo adalah 268.805

penduduk

mencapai

rumah tangga. Adapun

rumah tangga adalah 4,22 jiwa per rumah tangga.

91 jiwa/km?

Dgrsabar;;zngenduM |/ Jul.rup merata dgngan, L(.hupsign, =ynptain,  mamilil.ri paresoptae:o

persebaran cukup tinggi (32,69 %).

Selain itu, tingkat kemiskinan

di provinsi

ini masih memerlukan

perhatian karena jumlah

panMUM"1.mmicl.rin mangigal’ 19,2 0 padi\ tahin D017 Dergahi\pan, illml.oh nanMilrllk
miskin di Provinsi Gorontalo berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6 Jumiah—Renduduk—PRrovinsi—Gorentalo—per—Kabupateniketa—Fahun 2015
Jumlah
No. Kecamatan P.en'dudgk Persentase
Miskin (ribu (%)
jiwa)
+ 1 | Boalemo 32,19 21,67
2 Gorontalo 80,52 21,80
3 Pohuwato 32,70 22,43
4 Bone Bolango 28,19 18,49
5 | Gorontalo Utara 21,06 18,93
6 Kota Gorontalo 12,18 6,05
Total Provinsi 206,84 18,32

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo
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2.2.1.4 Jumlah Tenags Kerja dan Tingkal Pengangguean

Dan besar jumiah pendeduk, golongan usia produkbl menyumbang peranan penting
dalam pengelelzan energl dasrgh Proving:  Goronlado,  Jumlah  (enpga kena
mempengaruli kebatuhan energl yang dibiilubkan dan dibasilkan, Sementara, tingkat
pengangguran bisa diupayakan menjadi rencana<sencana shralegis menngkatkan
kesajahleraan dan perencanaan akses keink untuk peninglkalan produkiifitas,

Tabal 2.7 Jumbkah Panduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurnul Kabupalen®ota dan

Jenis Kegatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinss Garontala, 2015
(dalam saluan jiwa)

Angkatan Kerja I__H'il:l‘-:ln__ ==

Kabupaten/Kota | o esja | Pangangguran | Jumiah | Ang:irn Jumilah

Boalemo 64117 3,060 G786 | 38371 | 106,557 |
Gomntala [ 157825] 5822 2 | 163547 101.842 | 265,388
Pohuwato | 84,0565 | 1350 | 65805 | 38132 | 103637
BoneBolangn | 86015 | 4783 | 70798 | 39432 | 110,230
| Gorontalo Lhara | 49611 | 2846 | 52557 | 24680 | 77.237 |
Kota Gorantalo 92,164 6,031 88,195 | 53261 | 151.456 |
Provinsi Gorontalo | 493,687 24101 517,788 | 205718 | 813506

Sumber; BES Provingi Garontalo
Berdasarkan data, pengangguran torbuka dan kategon bukan angkatan kena lerbingol
terdapal di Ksbupaten Gorontalo, cengan iolal pekerja sebesar 157.625 jwa,
pengangguran terbuka 58922 pwa, dan bukan angsatan kera sebesar 101.842 jwa.
FPandekalan peningkatan produkiifitas berbasis energi cerdas dapat men@adi alamatif
solusi mengurang! tingkat pengangguran di salah satu kabupaten ini,

2.2.1.5 Tingkat Kermiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah salu indikator sosis-ekonomi Kemiskinan it
sendin dipandang sebagai kelidakmampuan dan sisl ekonomi untuk  memenuhl
kebuluhan dasar makanan dan bukan makanan yang dwkur dan sisi pengeluaran,
termasuk memenuhl kebutuhan dasar di bidang energl. Tingkat kemiskinan penduduk
Provinsi Gorontalo mencapsd 18 32 % dan olsl penduduk de wilayah mi pada tahoen 20175,
Sementara itu, dala pada setiap kabupaten di Provinsi Gorontalo menunjekan angka
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pirsaniase mencapai 2 digd, dimana manggambarkan masii banyaknys pandueduk
provinsl inl yang dikategonikan sebagal penduwduk miskin.

Dilihal dar sudul pandang pengelolaen energl, hal it menunjukkan pentingnys
meneniukan strategl pengelolzan energl yang dapal menimbulksn mullipbor effec
sehingga dinarapkan berkontribusi mengurangl jurdah penduduk miskin di Provinsi
Goromako,

Tabal 2.8 Juniah Fenduduk Misken Provins Gorantalo per Kabupalenola Tahun 2015

No. | Kecamatan J;;:E: [:L"udﬂ:r P"'“[;;““
1 | Baalamo 3219 21,67

| 2 | Gorontaio 80,52 2180
3 |Poruwale | 32,70 2243

4 |Bone Bolango | 2818 1848
_; “ﬁ;ﬂnlah‘::_l.il[nra T E_i:ﬂﬂ 18,83
| & |Kota Gorontalo '_ 12,18 5,05
\Total Provingi | 206,84 18,32

Sumbar: BPS Provinsi Goronfal

2216 Jumiah Kendaraan Bermolor

Pada lahun dasar {2015), sekior transportasi adalah sekior dengan konsumsi eneng
terbasar di Provins! Gorontalo, Jumlah kendaraan besera enis teknologinya mengad
panentu konsumsi enengi i sektor inl. Cleh Karsna iy, penting untuk mengatahis jumiab
kendaraan beserla jenis leknologaya dalam rangka mengestimasi kebutuban energ
Deserta upaya-upaya umluk menuenkan  konsumsi energ dan enesi o sekbor
ransportasi, Data jumiah dan Kendaraan besmolor sesuai jenisnya dapal dikhat pada
GGambar 2.6
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Gambar 2.6 Jumlah kendaraan bermotor sesuai [enis di Provinsi Goronlalo.
Sumber; BPS Prowinsi Gorontale 2015

Berdasarkan dala tersebut, jumlah kendaraan yang mendominas di Provinsi Gorontalo
adalah sepeda molor dengan jumlah 276.294  unit, disusul mobil penumpang, mobil
barang dan kapal dengan nilai berturut-tunt sebesar: 20,377 unit, 17.267 unit dan 2.168
unit. Hal ini memberikan gambaran bahwa program fransportasi umum (bus dan kereta)
berpolens untuk mengurangi konsumsi di seklor transportasi di masa yang akan datang
karana akan ada perpindahan penumpang dar motor dan mobil ke moda transporiasi

masal, seperli: bus dan kereta,

2.2.2 Indikator Energl Daarah

Indikator energi dasrah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dan kondisi dasrah saat ini
terdiri atas komponan sebagai berikul:

2.2.21 Potansl Enaergl Dasrah
Potensi anargi yang lerdapat di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Tabal 2.9.

Tabel 2.9 Potensi Energi Provinsi Gorentalo.

Jenis Potensi (dalam MW)
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Mini hidro

dan 117
mikrohidro
Biomass 1181
Biogas 1.5
Surya 1.218
Angin 137
Panas Bumi sumberdaya Cadangan
spekulatif hypothelical iotal possible probable proven lolal
123 " 140 110 - - 110
Sumber: RUEN

2.2.22 Bauran Energi Daerah

Berdasarkan hasil pemodelan LEAP lahun dasar 2015, bauran energi daerah Provinsi
Gorontalo lerbagi alas 4 jems: batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT. Dengan hasil
Minyak Bumi mendominasi bauran enargi sanilai 89, 7%, disusul Batubara sahesar 5,6%,
gas sebesar 3,6% dan EBT sebasar 1,0%.

LO% SE% 364

s Gamhara = Gas = Mimyal » Energl Baru Terbarulan

Gambar 2.5 Bauran Energl Primer Provinsi Gorontalo Tahun 2015

2.2.2.3 Rasio Elekiniikas: Daerah

Rasio elakirifikasi Provinsl Gorontaln manurut statistik ketenagalistrikan Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tahun 2015 adalah sebagaimana dalam
Tabel 2.10.

Taebel 2.10 Rasio Elektrifikas: Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Hrmaais Timaier Envgrt dlerrilr (FTASEY Sovovalaids k.



Daksripsi Satuan Jumiah
| Keluarpa beristrik PLN _ KK . 167.187
Keluarga beristrk Mon-PLN | KX 13.274
Jumiah Kaluarga KK 265.794
Rasio Elekirifikasi - Yo 79,18
Jumiah Desa Terlistrii | desa 736

Sumber: Stabistik Ketenagalistrikan DJK ESDM tahun 2015

2.2.24 Elastsilas dan Infansitas Enargl Daserah

Elaslisitas dan iniensdas emergi adaksh indikator yang umum digunakan dalam
parhilungan konsumsi enargi. Elastistas energn menggambarkan parbandingan laju
pertumbuhan konsumsl energl dibandingkan pertumbuhan varabel lain, misalnya
perlumbuhan akonomi. Sehingga, alashsiias anargl barquna dalam menentukan proyekel
konsumsi snerg di masa mendatang dengan berbekal vanabel lain yang dijadikan
pemibanding. Angka elastisitas enargi di bawah 1.0 dicapai apabila anergi yang lersedia
telan dimantaatkan secara produklil. Elastisitas Pemakaian Energl Final Prowvinsi
Gorontalo pada tahun 2015 sebesar 1,2,

D migl lain, terdapal pula indiator iMensitas energl; Infensias anengl menggambarkan
jumlah emérgi yang dibutuhkan untuk manghasilkan suatu sataan produk tartanti. Jika
yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Brelo (PORB) Goronalo, maka
intensitas energl adalab jumlah energi yang diperiukan uniukx menghasdkan 1 rupiah
PORE di provins: Gorontalo, Dalam hal mi Intensitas energi menunjukkan tingkat efisens)
pargkanomian di provinsi Gorontalo,

Iintensdas Energl Indanesia sabasar 482 TOE (1an-ol-aquivalant) per sajuta dollar AS
atau sekitar 0.24 S8Mijuta rupiah. Artinya untuek menghasilkan nidai tambah (GDP) 1 juta
dollar AS, Indonesia membuluhkan enengl 482 TOE. Sebagad perbandingan, intansitas
enorgi Malaysia 438 TOEjuta dollar A, dan intensitas enengi rata-rata negara maju yang
tergabung dalam OECD (Omanisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) hanya
T4 TOE/uta dodlar AS, Inténsias enangl Provingl Gorontald tahin 2015 adalah sabasar

11,4 TOEmilyar rupiah,
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Indikatar anargi lainnya adalah pemakaian enargi final per kapita. Hal ini dapat digunakan
sebagai indikalor kesejghlersaan masyarakal di mana secara umum makm Upgg
pemakaian energi per Kapita semakin tinggi taraf hidup masyarakat. Pemakaian energi
per kapita Provinsi Gorontalo adalab sebesar 0,22 TOE/kapita/tahun.

Indikator energi selanjutnya adalah pemekaian hsink per kapita. indikalor im juga dapat
digunakan sebagai ndikator taraf hidup masyarakat, Semakin tinggl taraf hidup
masyarakat kecenderungan penggunaan peralatan lisiiik akan semakin tinggl pula.
Pemakaian Hstrik per kapita untuk Provinsi Gorontalo adalah sebesar 319,66 KWhikapita.

Indikator energi terakhir yang digunakan adalah rasio elektrifikasl. Rasio elektrifikasi
Provingl Gorantalo tahun 2015 berdasarkan data Statistik Ketanagallistrikan adalah
sebesar 79, 18%.

Indikator energi Provinsl Gorontalo tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Indikator Energi Provinsi Coronlalo Tehun 2015

No. Indikator Energi Nilai Satuan
1 Elaztisitas Pamakaian Energi ’
; 3 -
Final
2 | panien Fesckui Eheg) 114| TOEMiyar Rupiah
- — i ] F. T :
3 Ej:‘.rti“““a” SRRBgY Fila” P 0.22| TOE/kapitaiahun
4 | Pemakaman Listrik per Kapita 3196 kWWhikapitatabun
Fazio Elekirifikasi 79,18 %
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2.2.2.5 Pasokan dan Kebuluhan Energi Daerah

Pade Tabel 2.12. terlihat bahwa konsumsi listrik Provinsl Gorontalo sefalu meningbet tep
tahuninya, dengan konsumsi lertinggl berada di sektor Rumah Tangga, disusul dengan
sakior komersial dengan pertumbuhan konsumsi BSInk rata-rata 14,1 % selama 201 1-
2015, Saksh salu hal yang perh dicatal adalab gabungan konsumsi di sekior rumah
langga dan komersialibisnis melabdhl B persan dan lotal konsumsi listrik Goronlala,
sehingga dua seklor ini adalah sekior yang berpolens besar untuk diterapkan berbaga
kebijakan efisiensi enengd Untuk menghindan defisd pasokan listrik o Goronlalo.
Sedangkan unlu¥ kondesl energr per seklor saatl iny diumjukkon Tabel 2,11,

Tabed 2,12 Konsumsi Listnk Provinsi Gorontalo Tahon 2011-2015

Balnanl L mnygﬂg_a_gmur'rm.nmmmj 4

Pelanggan 7011 | 2012 | 2013 | 7014 | 2015
Rumah Tangga GWh | 15326 18010 | 214.76 | 24800 | 269.82
Industri Gwh | 1550 1810] 1760 1800| 1765
Komersial GWh 3582 | 48861 57.33| 60.D0| B1.59
 Sosial | GWh | 1310] 1518] 1554| 000| 18.20]
mm"fﬂ"m GWh | 1884 2144| 2307| 4300 23156
Tatal G\Wh | 236.52 293.13| 328.40 | 369.00 | 398.82

Sumbar: DJK KESDM Tahun 2012-2016.
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Tabel 2.13 Konsumsi Energi Final Proving Gorontalo Tahun 2015

lenis Energ Incdustey  Transpod- Hwmah Komersial Sektes  Total
{Rrbas TOE) T2 Tangga Lainnys

Lisnrik 1.5 - 233 B4 - 311
Premium - 11723 - - - 117.3
Anvtur - 4.9 - - - 44
Minytak Tamah 0.1 . 4.7 il.E
Minyak Solar 27 43.3 11 6.1 7.4
LG ] - 216 05 - 213
Hatubara a5 . . . ; 4.5
Bin Solar g 8
Biomasa Kemersial - 05 05
Total 33.1 153.5 45.6 3 6.1 251.2

Sumber . Diolah dari BPS Provina Govontale, Dinas Kefwlanan dan Enargr Sumber Déya
Minera! Provins: Goronfalo, dan RUPTL PT.PLN (Persern) Tahun 2017-2028

2.3 Forndisi Energ Daerah di Masa Mendatang
231 Strukiur Pemodelan dan Asumsi Dasar

Strukiur pemodelan dalam rencana umum enargi provins: Gorantalo mengacu pada
struktur model RUEN, Struklur ini memiliki sekior Permintaan [Damand), Panyediaan
(Supply), Proses Transformasi (Transformation) sera  Varabel Asumsi  (Key
Agsumphion), Struktur i merupakan struktur yang diperlukan pada aphkas: pemodelan
LEAP dan mengacu pada struklur RUEN seperti pada Gambar 2.7.

Sama hal nya dengan struklur pemodelan, asumsi-asums kund yang digunakan juga

mengacu kepada asumai kuncl yvang digunakan oleh RUEN. Penvesuaian nial dan
asumsi-asumsl kuncl dilakukan wntuk mengacu kepada Kondisi provins Gorontalo.

Misalnya: PORE, penggunaan energs listink sekior nemah tangga, sekior indusdn, dan
lainnya, Asumsi-asumsi kunc vang digunakan dalam melakukan pemodelan RUED
provinst Goronlado antara lain adalah; demografi, ekonomi, elastisitas aktifitas dan

anghutan jalan raya.

Wit {adr Fasongs St (EETY fuvveniadd a3
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Gambar 2.6 Struktur Pemadelan dan Variable Asumsi RUED Provinsi Gorontala

Dalam model perencanaan energi Gorontalo, digunakan beberapa asumsi dasar dari
sekior-sakior yang mempengaruhi karaklenstik perminlaan energi yang akan digunakan
dalam perhilungan proyeksi perminlaan energ. Asumsi-asumsi lersebut adalah sebagai

berikut:

2.3.1.1 Demografi

Faktor demografi yang merupakan asumsi kunci pada pemodelan adalah jumlah
populasi, pertumbuhan populasi, tingkal urbanisasi, jumlah rumah langga dan ukuran

rumah tangga. Asumsi kunci faktor demografi ditunjukkan pada Tabel 2.14,



Tabel 2.14 Asumsi Kunci Faktor Demografi

Variabel Asumsi Unit 2013 2023
Jumlah Penduduk Jutadiwa 1,133 1,288 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk per i 1,73 1,28 0,83
Tahun
Tingkat Urbanisasi % 38,0 48.8 69,0
Jumlah Rumah Tangga Ribu BT 2686 3172 4179
Ukuran Rumah Tangga JiwaRuta 4,22 4,10 3,88

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo.

2.3.1.2 Ekonomi Makro

Salah satu faklor penggerak roda perekonomian adaleh kelersedigan sumber energi
yang cukup. Dengan demikian jumlah konsumsi dan penyediaan energi memiliki relasi
dengan strukiur perekonomian di sebuah wilayah (negara/propinsi). Kebljakan tentang
enargl untuk sebuah wilayah akan berdampsk langsung pada perekonomian di daerah
w, Dalam pemodelan RUED Goronlalo, maka beberapa faklor ekonomi dijadikan
sebagal asumsi-asumsl kunci, seperti yvang ditunjukkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2,15 Asumsi Kung Fakior Ekonorni

Faktor Ekonomi Unit | 2015 2025 2050
FORB | Trliun Rupiah 221 423 2184
Perlumbuhan PDREB Ya 6,2 g, 7 5.8
PDRB par Kapila Juta Rupiah 19,48 32,35 133,63
Perl_urnhuharl PORE per g, 44 5 4 5.0
Kapita

Ssumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo

2.3.1.3 Faktor Elastisitas Aktifitas

Teori ekonomi mikro umumnya menjelaskan bahwa elastisilas dapal ditmjau dan dua sist.
Elastisitas permintaan adalah pengarun perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah
suatu produk yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah sebuah penganuh
perubahen harga lerhadap besar kecilnya jumlah produk yang ditawarkan. Dengan lebih
sederhana dapat digambarkan hahwa elastisitas merupakan perbandingan perubahan
hesaran sebuah variabel ekonomi dibandingkan dengan variabel ekonomi yang lain.
Pada model RUED Gorontalo, variabel yang diambil uniuk perbandingan dalam
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menghitung elastisitas aktivitas adalah pedumbuhan PORB pada sektor lertantu dangan
pariumbuhan PDRE lotal. Elasiisitas pada sekior Industr, Transportazi, Komersial dan
Lainnya dilunjukkan pade Tabel 2.168. Eklisitas aklivitas unluk sekior komersial
diasumsikan naik dari 0,94 menjadi 1,08 pada tabun 2025 dan turun menjadi 1,06 pada
tahun 2050, Untuk menakan laju pertumbuhan kendaraan bermotor, alastisitas aktivitas
transportasi diasumsikan turun dan 1,08 menjadi 1,03 hingga tahun whun 2050,

Tabel 2.16 Elastisitas Aktifitas PDRE

PORBIndustd = = 081
PDRB Transportasi 1,08
PDRB Komersial | 1,08
PDRB Lainnya 0,94

Sumber: Permodelan LEAP Provins: Gorontalo.

Selain asumst kunci diatas, untuk seklor transporlasi angkutan jalan raya terdapal
asumsi-asumsi kunci khusus yang lerkalt dengan pangqunaan energi di sektor tersebut.
Adapun asumsi-asumsi kunci tersebut difunjukkan pads Tabel 2.17. Proyekst jumiah
kenderaan pada tehun mendatang didasarkan pada relasi nilai asumsi pada tahun
beralan dan pertumbubhan PDRB di tahun lersebut. Sedangkan Jarak Tempuh, Load
Factor dan Operasional diasumsikan telap selama pamaodalan.

Tabel 217 Asumsl Kunci Sektor Transpartast Jalan Raya

Asumsi Kunci  Unit Mohil  Bus Truk Sepada Motor
Jumlah Unit 20580 737 | 17.267 276.294
Jarak Tempuh KM per Tahun | 15.000 50.000 | 50.000 11.500
Load Factor Pnp/Unit | 1.8 42 . 8.25" 1,3

: _ "TonfUnit ftruk} | | : |
Operasional Y 98 18 18 98

Sumber; Permodelan LEAP Pravinsi Gorantala

Jumlah kendaraan pada Tabel 2.18 di Provins Goronlalo pada lahun 2015 - 2060 selalu
mengalami peningkatan sehingga kebutuhan energl untuk transpoartasi terutama bahan
bakar juga meningkat. Bardasarkan hasil perhilungan proyveksi jumiah kendaraan pada
tahun 2025 untuk mobil berjumlah 32.929; bus sebanyak 1.162, truk sebanyak 24.418;
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dan sepeda molor 44_102. Sadangkan pada tahun 2050 jumiah kendaraan mangalami
pemngkatan sebesar mobil 85,550, bus sebanyak 3450, ik sebanyak 53.622; dan
sopeda molor sebanyak 605154, Kebuluhan operasonal untuk Gap kendaraan o
Provingi Gorontalo yaiu mobil 98%, bis 18%, truk 18%, dan sepeda motor 38%. Load
factor tiap kendaraan di Provinsi Gorontalo berdasarkan perhiungan yaitu (dalam
PrpiTon) mobd 1.8, bus 42, truk B.25 dan sepeds molor 1.3, Jarak lempuh setiap
kendaraan oi Provins! Gorontelo yailtu (dalam kmiTabun) mobil 19000, bes 50.000, ruk

50.000; dan sepeda maotor 11,500,

Tabel 2,18, Jumilah Kendaraan Tahun 2015-2050

Kendaraan Lnit 2015 2025 2030 2040 2050
Mobil Limit 20590 30469 33855 240333 48.021
Bus Umil far 1.158 1.079 2.343 3.705
Truk Limit 17267 23.54T7 26.853 40,016  56.540

Sepeda Motor Limat 270,284 444152 452868 578378 603510
Sumbmer: Permodedan LEAR Proving! Gorontalo

2.3.2 Hasd Pemodelan Energ)

FPada bagian ini akan diuraskan mengenal hasil pamodelan bauran parminiasn ansrgl

primer. penyéediaan anergh primer, kebutuhan anergl per seX1or dan per j@nis anargl, sana
kabuluhan listrik,

2.3.2.1 Proyeksi Bauran Energl Primar

Sumber snergi primer merupakan sumbar energi yang masin harus dilranslormasikan
mamadi sumber anergi final. Energi primer ini dapat bersumber dan fosil maupun dan
sumber energl terbarukan. Sumber energi fogil dikelompokkan menjadi balubara, Gas
dan Mmyak. Bauran energi primer onluk (abun 2020 sampai 2000 perbma lahan

ditunjukkan pada Tabel 2.18, Sebaga pembanding digunakan bauran energ) premer pada
tahun dasar (2015).
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Tabal 2.18 Bauran Energl Primer Skenario RUED

Fueds JUO15 2060 L0325 JIE0 FLEL 2040 J45 2050
Ratudsara 05, 7%  173%  ZRAX  127H 190%  165%  147%  135%
13 03.7%  232% 21,2% 25,5% 28,0 29,.5% 30.B8% A2 1%
PAinyak RO, 7% 53,1% AL B% 31,0% 18,0% 23.4% 20,0% 16.5%
Energ Baru Terbarukan Ol 06 3% 15.4% 203 250%  30.6% B 37.59%
Total 100.0% 1000% 100.0% 1000% 1000% 100,0% 3100.0%  L000%

Sumber; Pemmodelan LEAP Provinsi Gorontalo

Parsi energl baru terbarukan (EBT) pada tahun dasar sabasar 1,0 %, meningkat lima
balas kali lipat pada tahun 2025 menjadi 15,4% dan pada tahun 2050 diharapkan porsi
EBT memad 37,9 %. Pors: sumber energl balubara diperkrakan akan meninghkal, dar
5.7% pada tahun 2015, menjadi 13.5 % pada lahun 2050. Sedangkan sumber energi
Minyak, porsinya akan twrun dar 88,7% pada tahun 2015 menjad] 16,5% pada tahun
2050, Untuk menutupi kebutuhan permintaan energi, maka penggunaan sumber eneryi
Gas akan diperbesar, dan 3,7% pada tahun 2015, menjadi 32,1% pada tahun 2050,
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Gambar 2.9 Bauran Energi Pnmer Proving Gorontalo Tahun 2015 sampai 2050
Sumber: Permodelan LEAP RUED-P Gorontalo
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2.3.2.2 Proyeksi Elastisitas dan Intensitas Enargi

Pada tabel Tabel 2,20 ditunjukkan proyeksi indikator energi yaitu terdirl dari elastisitas
anergl, intensitas energl, dan pemakalan energi per kapita, dan rasio elekiriikas Provinsi

Gorontalo.
Tabel 2.20 Proyeks: Indikator Energi 2015-2050
Indikator L
e 2015 2020 2025 2050
Elastisitas Pemakaian Energi Final 1,2 1,0 0.8 0,6
Intensitas Pemakaian Energi Fwal TR B
| (TOE/Juta Rupiah) _11.# 1 ‘I,E 1.0 4.8
Femakaian Energi Final per kapita
(TOE/kaupita/lghun) -_iR D,E_ 0,29 0,36 0,65
Rasio Elekirfikas) (Persen) 7916 | 1000 | 1000 | 1000

Sumber: Pamadelan LEAP Pravinsl Gaorontalo

Sebagaimana tabel di atas, elastisilas energl di provinsi Gorontale mengalami penurunan
dari pada tahun 2015 sabesar 1.2 turun menjadi sebesar 0,8 pada tahun 2025 dan
menjach 0.6 pada lahun 2050. Intensitas energl juga mangalami penurunan pada tahun
2015 sebesar 11,4 TOEMiliar Rupiah menjadi 11,0 TOEMiliar Rupiah pada tahun 2025
dan menjadi 4,9 TOE/Miliar Rupiah pada talun 2050,

Selain itu, pemakalan energi final per kapita mengalami peningkatan dan pada tahun
2015 sebesar 0.22 TOE/Kapita menjadi sebesar 0.36 TOE/Kapila pada lahun 2025 dan
terus meningkal menjadi 0,65 TOE/Kapila pada tahun 2050.

2.3.2.3 Proyeksl Parmintaan dan Panyediaan Enargi

Permintaan energi sektor industri meningkal sebesar 60 nbu TOE pada lahun 2025
manjadi 257 rbu TOE pada tahun 2050, Sektor lain yang juga mengalami peningkatan
adalah seklor komersial, yang meningkal dari 30,6 ribu TOE pada tahun 2025 meanjadi
168 ribu TOE pada tahun 2050. Selain itu, sckior lainnya juga meningkat pada tahun
2015 sebesar 6,1 ribu TOE menjadi 14,6 ribu TOE tahun 2025 dan maningkat sebasar
58,1 ribu TOE tahun 2050,
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Proyeksi permintaan energi final per seklor pengguna secara rinci ditunjukkan pada
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Gambar 2.10 Permintaan energi inal unluk seliap seklor pengguna energi

Sumber. Parmodelan LEAP Provinsi Gorontalo.

Ehorgy Damand Final Uits
Scenario: RUED, All Reglons, All Fugls
Branch: Demand.

Units: Thodizand .'I'_q'rir_lu.'_l;_!f Ol Enoivalents

Branches 15 2000 2025

Sektor Lainnya &1 95 46 194 260
Eomersial 90 168 306 435 624
Rurreah Tangga 1796 1456 1396 1613 1847
framspaortasi 1535 193H 2247 M15 56
industri 331 437 578 B w589
Totsl 3811 4094 4667 S436 6347

Forsi terbesar permintaan energi per sekior untuk skenario RUED

34,7 455 58.1
888 1239 1840
2085 33T 2651
BB W04 292,7
1438 1917 2500

© 51 876 L0940
dimiliki olah saktor

rumah tangga sebesar 47% pada tahun 2015 turun menjadi 26% pada tahun 2080,
Sektor transporiasi sebasar 40% pada tahun 2015 mangalami panurunan cukup besar
menjadi 28% pada tahun 2050, Sedangkan seklor industn mengalami peningkatan dari

9% pada tahun 2015 menjadi 24% pada tahun 2050. Salain ilu,
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meangalami paningkatan yaitu sekior komersial dan seklor lainnya pada tehun 2015
masmng-masing sebesar 2% manjadi 16% dan 6% tahun 2050,
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Gambar 2,11 Porsi permintaan energi final per seklor pengguna skenario RUED
Sumber. Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo
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Energy Demand Final Units

Scenario: RUED,AIl Regions} Ali Fuels  Branch: Demand

Industri
Transportasi
Rumah Tangga
Komersial
Sektor Lainnya
Total

09%
400AJ
47%
02%
02%

11%
47%
36%
04%
02%

Units

. Percent

12% 14% 17%
48% 44% 40%
300AJ  300AJ  29%
07% 08% 100AJ
03% 04% 04%

19%
36%
28%
12%
05%

22%
32%
21%
14%
05%

100% .

24%
28%
26%
16%
06%
1000AJ

Proyeksi permintaan energi final dari sumber energi baru terbarukan seperti biosolar dan

biopremium akan meningkat dan diharapkan dapat mensubstitusi energi fosil batubara

dan minyak bumi. Minyak tanah, minyak solar, minyak disel, dan avtur diharapkan sudah

tidak ada lagi pada tahun 2050. Proyeksi permintaan energi final per jenis energi Provinsi

Gorontalo hingga tahun 2050 ditunjukkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Proyeksi Permintaan Energi Final Per Jenis Energi (Ribu TOE)

Listrik

Gas Bumi
Premium
Avtur

Minyak Tanah
Minyak Solar
LPG
Batubara
Biogas
BioSolar
BioPremium
Biomasa Komersial
Bioavtur

Total

2030 2035 2040

31,1 699 119A 1505 1889 23572

0,5 4,2 96 138 191 255

1173 1320 130A 1098 83S 550

4,9 6,0 6,7 7,2 73 6,6
4,8 2,6
S7A  37A

n,2 336 40A 404 399 396

4,5 5,8 7,7 10,2 13,8 18,6

1,2 2,3 3,6 4,7 5,9

80 48S 1098 137,7 1759 2259

133 321 583 839 1073

0,5 0,8 1,2 1,7 2A 3,5

0,5 2,1 4,6 8,7 150

251;2;; 35~~~ .,;t61,7 537,Q 628,2 738}0

Sumber: Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

2045
291,8
33,2
26,6
4,3

39,3
24,5
7,1
287,1
127,7
4,8
24,2

2050
356,2
41,S

395
31,6
S,S
359,7
144,6
6,6
36,9

870}7 1.025}3

Proyeksi permintaan energi dari sumber EST memiliki pertumbuhan per tahun yang

paling besar, yaitu sekitar 13%. Sedangkan permintaan dari sumber energi fosil (Minyak)
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memiliki pertumbuban terkecl yailu sekiler 4%, Sebagar calatan, sumber energl linal
yang berasal dari biomassa traditional tidak diikutkan dalam perhitungan,

Proses penyediaan energl mencakup transformas: sumber energl pnmer menjadi energi
final yang dapat langsung dimanfastkan oleh pengguna, Proses transformasi energi
dapal berlangsung dengan beberapa proses, berganiung pada sumber enargi primer dan
hasil akhir anargi yanng dilnginkan.

Setelah mengetahui jumiah permintaan energi yang diperlukan untuk melaksanakan
aktifitas-aktifitas perekonomian, maka analisis penyediaan energl dapat dilakukan.
Panyediaan anargi primer dapat dilihat pada Tabe] 2.22.

Tabel 2.22 Penyediaan Energi Primer (Ribu TOE)

Primaty Requirements,

Scenario: RUED, All Regions

Branch: Resources

Units: Thousand Tonne of Ol Equivalents

Fiiels 015 AP0 J00s 2080 NBS  AMO 245 NS0
Batubara B0 866 1899 1866 1820 1852 1935 X008
Gas 227 1158 1516 2009 2577 3308 4052 4928
pnyak 5552 2662 2633 2602 2681 2631 2636 2531
Enargi Baru Terberukan 53 313 104 1670 7395 2433 4537 2 SEOE
Total FIA7 SO0 7152 #236 9572 1123 13163 L5343

Surﬁher: Pemodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

2.3.24 Kebuluhan dan Penyediaan Listrik

Honsumsi energi dan konsumsi listrik per Kapita umumnya digunakan sabagal indikator
kemajuan sabuah negara. Hal ini disebabkan olah asumsi bahwa negara lersebul
menggunakan energi dan listrik untuk menghasilkan kegialan yang memiliki nilai lambah
secara ekonomi, Pada tahun 2015, berdasarkan perhitungan LEAP, rata-rata kansumsl
listrik per kapita Indonesia mencapai 890 kWh per kapita. Dengan angke lersebul,
konsumsi listrik per kapita provinst Gorontalo yang mencapai 319,6 KWh perkapita (Tabel
2.23) masih herada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan RUEN targat nasional
untuk konsumsi fistrik per kapila pada tahun 2025 adalah 2.500 kWh per kapita. Pada

Wiacdisr Elwvm 'Engnn!'hﬂ';‘i’ﬁrm Ia;-m'm'i:i 53



lahun lersebul dibarapkan angka konzumsi listrik per kapita Provingi Gorontalo sahesar
1.060 kWh per kapila dan menjadi sebesar 2,535 8 kWh per kapila peda lahun 2050,

Tahun Konsumsi Listrik
2015 19,6 KWh per Kapita
2020 BE1,7 kWh par Kapila

2030 1.267.4 kWh per Kapita
2035 1.525,7 k\Wh per Kapita
2040 | 1.821,7 kWh per Kapila
2045 2,167.8 kWh per Kapita
2050 2.536.8 kWh per Kapita

Sumber. Pemodelan LEAP RUED Provinzi Gorontalo

2025 | 1,080 kWh per Kapila

Untuk mamenuhi kebutuhan listrik per kapita yang maningkat, maka diperukan tambahan
kapasitas pembangkit di Provinsi Goronlala yaitu maningkat darl 152 4 MW tahun 2015
menjadi 717.5 MW pada tahun 2025 dan 1.425 MW tahun 2050, PLTGLU Gas diharapkan
dapat menjadi pamasok kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2050
mencapai 700 MW. Selanjulnya PLTP dan PLTS diharapkan dapat mandukung pasckan
listrik di Provinsi Goronlalo mengganbkan pembangkil dengan jenis bahan bakar minyak
solar.
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Gambar 2.12 Proyeks| Kapasitaz Pembangkit
Sumber; Pemadelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo
Proyeksi kebutuhan listrik Provinsi Gorontalo hingga tahun 2050 ditunjukkan pada Tabel
2.24.
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Tabal 2.24 Proyaksi Kapasitas pambanqkit (MW)

Capacity
Scenariac RUED, All Regions, Capacity Types

Branch: Transformation'\Pembangkit Ustrik\Processes

Units: Megawatts

Branchies

PLTU Batubara
PLTGU Gas

PLTG Minyak

PLTD Minyak Solar
PLT Mini_Mikrahidra
PLT Panas Bumi_PLTP
PLT Beomasa

PLY Surya_PLTS

PLT Hayu_PLTB
Total

015 00 A5 230 055 2040 2 0E W50
no Mo Mo Mo MH 70
1000 2000 3000 4000 5000

00,0 1000 100,0
231 435 45
ke 82 M0
. 1.0
20 100

40 100 320
5.0

Sumber: Pemodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

750
=0
ELi
30,0
20
470
12,0

B0 B0
50 B0
250 B0
00 70
70 410
g0 T
20,0 5.0

Tabel 2.25 Bauran Energi Primer Pembangkit (%)

Primary Requirements
Scenario: RUED, All Regions
Branch; Resources

o
6000
500
50
65,0
0,0
B2,0
52,0
0

1534 07 7175 200 SRO0 L1480 LS00 14250

30 2035 2040 M5

Units: Parcent

Fusls 25 20210 HI25

Balubara G 103% X% 2IL7s
Gas 3 BM A8 555
Minyak BT 532% 368N 3L6W
Enerpl Baru Terbanskan % 063% 1548 203%
Total 10056 100% 100 100%

Sumber: Pamodelan LEAP RUED Praving Gorontalo

ictrer O Eamrgr Storand (B8N Gt

15,05
28,07
28,004
25,076
100%

16.5%
19.5%
13,.4%
30, 6%

100

14T
38
20,00
34.5%
100%

1.0
00,0
500
0
1100
10
1120
40,0

13,5%
321%
16,5%
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Gambar 2.12 Bauran Energi Primer Pembangkit
Sumber: Parmodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

Porsi energi baru terbarukan (EB1) pada pembangkil listnk tahun dasar sebesar 1,0%
diharapkan meningkat pada tahun 2025 menjadi 15,4% dan pada tahun 2050 diharapkan
porsi EBT menjadi 37 9%. Porsi sumber energi minyak diperkirakan akan menunun, dari
89,.7/% pada tahun 2015, menjadi 36,8% paoa tahun 2025, dan pada tahun 2050 sebesar
16.5%. Untuk menulupi kebutuhan pemmintaan energy selain dengan EBT, juga
penggunaan sumber energi gas masih diperlukan dimana pada tahun 2025 sebesar
21,2% maningkat menjadi 32.1% pada tahun 2050.

2.2.2.5 Praoyaksi Emisl Gas Rumah Kaca

Proyeksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan kegiatan pembakaran bahan bakar
yang digunakan untuk semua sekior pangguna maningkat dari 665,5 ribu ton COZ2 pada
lahun 2015 menjadi 885, 7 ribu ton CO2Z pada lahun 2025 dan 1.550 ribu lon CO2 tahun
2050. Pada periode tahun 2050, sektor transporiasi merupakan sektor penyumbang
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emisi tarbasar, menyusul kedua terbesar vaitu sektor industri. Besaran emisi gas rumah
kaca di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 2,25,

Tabel 2.25 Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Goronlalo (ribu lon CO2)

IJTI:H:I: ih.tEglnl'.d Emissians)

mmmﬁ,ﬂlwﬁsmm Al GHGs

Branch: Demand

Units: Tﬁwsanﬂ“fn-nﬁull:ﬁ! Eouivalent

Industri 1025 A5 1281 1734 7353 3188 4235 5507
Transporlasi 4513 5416 918 6192 6363 G680 6RO  6MA
Rumah Tangga 86,8 W8S 1227 120 1287 1313 1339 1362
Komersial 60 B7 122 V4 50 /e BT &S
Sektor Lainnya 189 M6 304 405 544 TLE H/O 14
Total 6055 8000 8457 9765 LOMS6 12070 13629 1550

Sumber; Permodelan LEAP RUED Provins: Gorontalo
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BAB I
VISL MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

2.3 Visi Energi Daargh

Dengan memperimbangkan isu dan permasalahan energl  daerah,  taplangan
pembangunan yang dihadapi, dan capsian pembangunan dacrah selama ini, maka visi
pengelolaan energl Provingi Gorontalo adalah:

"TERCIPTANYA KEANDALAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI DENGAN
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI ENERGI SETEMPAT YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN"

Keandalan dan Kemandinan Energi yang dimaksud adalah sebagat berikut
Keandalan Energi merupakan kelangguban dalam mengalasi permasalahan
kebutuhan anargi dimasa yang akan datang,

- HKemandiran energi  merupakan  terjaminnya  kelersedizan  enengi | dengan
memanfaatkan semaksimal mungkin potens! dan sumber setempal untuk menjamin
pameralan akses anergl bagi semua lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo,

Berwawasan Engkungan dan berkelanjutan mengandung arti bahwa  didalam
pengelolaan energi juga hanes memperhatikan pelestarian linghungan hidup, Hal ini
dapal ditakukan melalul peningkalan efisiens! penggunaan enargi, penghemalan enerng,
pRNgUrangan dan pencegahan amisl dan pemanfaatan anergl secara optimal.

3.2  Misi Energi Daerah

Uniuk mawujudkan Visi diatas, maka Misi Pengalolasn Energi di Provinsi Gorontalo
adalah sebagal berikut
1. Mewujudkan dan menjamin kelersedisan pasokan energ yang aman dan ramah

hingkungan
2. Mengembangkan diversifikas: enerp pedesaan berbasis enarg baru berbarukan
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3.3

Maningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagal seklor unluk melakukan
kegiatan konservasi energi

Memperluas akses dan kelersediean energi yang berkualitas dengan harga
terjangkau kepada seluruh masyarakat

Mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energ

Mendorong pemanfaalan energl yang berwawasan lingkungan dan baerkelanjutan
untuk menciptakan kesejahteraan masyarakal

Menzinergikan pamangku kepentingan dalam pengelolaan energi

Menyediakan sarana prasarana energl yang didukung nlah bebarapa sektor, dengan
mempertimbangkan ginergitas  infrastruklur  energi antar  wilayah
Kabupaten®ota/Provinsi,

Tupuan Energi Daerah

Keandalan dan kemandiran energi Provinsi Gorontalo dapal dicapal dengan

mewujudkan Wwjuan sebagai berikul:

1.
L.

Tercapainya kemandirian pengelolaan energ bagr Provins: Goronlalo,

Terammnnya kelersediaan energi daerah, yang bersumber dari pengelolaan potansi
setempal dan berkelanjutarn,

Tercapainya kelangguhankemampian daarah dalam mengalasi tantangan
kebuluhan energi di masa depan,;

Tercapainya divarsifikasi anargl baru terbarukan;

Tercapainya sinergilas pemangku kepentingan dalam pengelolaan anergi;
Tercapainya kasadaran pengguna energl di herbagal sekior untuk melakukan
kegiatan konservasi energi;

Tercapainya pamanfaatan energl yang berkeadilan  untuk  menciptakan
kesejahleraan masyarakal,

Tercapainya sarana prasarana anergi dangan dukungan linias saktaor,
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34  Sasaran Energl Daerah

Sasaran dalam rangka mewujudkan lujuan pengelolaan energi i Provinsi Gorontalo,

adalah sebagai berkit:

1. Terciplanya pangsa energi bard lerbarukan sebesar 15 4% persen pada tahun 2025
fdan 37,5% parsan pada ahun 2050

£Z. Tercapainya rasio elekinfikasi rumah tangga sebeser 100 persen pada tahun 2020

3. Tercapainya perluasan jarngan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah
tangga.

4, Terpenuhinya penyadisan energi primer sebesar 715.2 ribu TOE pada tahun 2025
dan 1.535 ribu TOE tahun 2050 baik dan sumber selempal maupun dipasok dan luar
Provinsi Gorontalo;

5. Tercapainya konsumsi listrik par kapita sebasar 1.060 KWh par kapita pada tahun
2025 dan 2.536 KWh per Kapila pada tahun 2050,

. Tercapainya intensitas energi final sebesar 11,4 TOE/milyar rupiah tahun 2025 dan
4.8 TOE/milyar rupiah tahun 2050,

7. Tercapainya Intengitas energl final per kapita sebazar 0,36 TOE/kapita tahun 2025
dan 0.85 TOE/kapila tahun 2050,
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BAR IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

4.1  Habijakan Energl Daerah

RUED Provinzi Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemarintah
Momor 78 Tahun 2014 lenlang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang memuat dua arah

kebijakan yailu kebijakan utama dan kebijakan pendukiung sebagai bernkut:
Keblakan utama, maliputi:
1) Ketersediaan energi untuk kebuluhan dasrah.
2) Priontas pengembangan energi.
3} Pamanfaatan sumbear daya energl daserah,
4) Cadangan energi dasrah.
Kebljakan pendukung, malipui:
1) Konservasi energi, Konservas! sumber daya energi, dan diversifikast enengi.
2) Lingkungan hidup dan kesalamatan,
4} Harga, subsdi, dan ingentil enarge
&) Infrastruktur dan akses wntuk masyarakat terhadap enengi dan industr energi.
o) Penallian, pengembangan, dan penerapan laknobogl anargl,
B) Kelembagaan dan pendanaan.

KEN mengamanatkan prortas pemanfaatan sumber days energl dserah dalam
memenuhi kebuluhan enenp daerah. Pnoritas lersebut dilenlukan berdasarkan beberapa
fakdor, ¢ anlaranys kelersedigan jenis’sumbar energ, keekonomian, kelestaran
kngkungan hidup, kecukupan umuk pembangunan yang berkelanpdan, dan kondisi
geagralis sebagal negara kepulauan, Pronlas pemanfaalan sumber daya energ daesrah
tersebut harus berujung pada hujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandiran dan Kelahanan
Energl Nasional.
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Berdasarkan kondis: daerah Provinsi Gorontalo saat inl sena isu dan permasalahan
energl di Provins Goronlalo saal ini. maka Dinas Kehatanan dan Enengi Sumber Daya
Mineral Provinsl Gorontalo beserta pihak terkat menetapkan arah kebsakan energ
Frowns Goronlako sabagai berikul;

1. Ksiaersadiaan energi untuk kebutshan dasrah;
2. Konservasi enargl, konservas: sumber daya energl, dan diversifikasi energ,
3. Kelembagaan dan pandanaan.

4.2 Sirateg Energ Daerah

Berdasarkan arah kebijakan energi of Provins: Gorontale vang lelah ditctapkan, maka
sirategi energl daerah yang akan dilakukan uniuk mendukung implamentasi setiap
kiabaimkan utama tersebul sdalah sebagai berkut:

A. Arah kebijakan: Penyediaan energi untuk kebutuhan dagrah
Tardiri dari sirategi sebagsi Barikul

1. Meningkatkan ekspharasi potensl enangl baru terbarukan, Strategl ini mencakup
program sebaga barikut:
*  Peningkalan kuablas data potens! energi bara terbarukan,
&  Panyediaan system informas: seharan potensi enangy baru dan (ochankan
provinsl Goronialo yang dapay di akses masyarakal
2. Menmngkatkan produkst energ dan sumber energs dalam negen, dan salah salu
program yang perlu ditaksanakan yaitu
* PFeningkatan produksi BBN uniuk pemanfaatan di sektor fransportas,
industri, dan pembangkit kstrik
4. Meningkatkan keandalan sisiem produkss, transporias dan distribus panyadiaan
energy. Stateqgl ini mencakup program sebagal berikut -
s Pembangunan Infrasiruktur kelenagalisirikan
*  Peninglatan penyediaan energi untuk menunjang pengembangan industn
di Provinsi Gorontalo
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4. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan
untuk menggantikan BBM terutama untuk sektor transportasi, industri dan
pembangkit

» Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan
pembangkit

* Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN

= Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi

5. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk
ketenagalistrikan dan transportasi

* Pembangunan PLT Bioenergi
* Pembangunan infrastruktur biogas
6. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan
sumber energi air dan panas bumi
* Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air di kawasan hutan
konservasi dan hutan lindung untuk menjamin ketersediaan sumber energi
air dan panas bumi

7. Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan energi daerah, jika
terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka
didahulukan yang memiliki nilai ketahanan energy

* Pemanfaatan lahan untuk peyediaan energi didasarkan pada RTRW

B. Arah kebijakan: Prioritas Pengembangan Energi
Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses
terhadap energi listrik, gas rumah tangga dan energi untuk transportasi
* penempatan konversi ke gas untuk rumah tangga
= Peningkatan rasio elektrifikasi
= Pembangunan Infrastruktur energi
2. Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat.
Strategi ini mencakup program sebagai berikut:

= Peningkatan Pemanfaatan EBT
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3.

4.

Pengembangan energi dan sumber daya energi dipriotaskan untuk memenuhi
kebutuhan energi daerah. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:
* Peningkatan ketahanan energi daerah.
Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi dipriotaskan di
daerah yang kaya sumber daya energi. Strategi ini mencakup program sebagai
berikut:
* Mempriotaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi

dekat dengan sumber daya energi

C. Arah kebijakan: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah

1.
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Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi,
energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan. Strategi ini terdiri
dari program-program sebagai berikut:

* Peningkatan peran EBT dalam bauran energi

* Pembangunan pembangkit listrik tenaga air, minihidro dan mikrohidro

* Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin
Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya)
diarahkan untuk ketenaga listrikan, dan energi non listrik untuk industri, rumah
tangga, dan transportasi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

* Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari

untuk ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan

Pemanfaatan sumber energi gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga,
dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatannya. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:

» Optimalisasi penggunaan gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah

tangga, dan transportasi yang memiliki nilai tambah paling tinggi

Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel
surya pada transportasi, industri, gedung komersial dan rumah. Strategi ini
mencakup program sebagai berikut:

* Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial

= Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga

» Pemanfaatan sel surya untuk bangunan pemerintah



D. Arah kebijakan: Cadangan Energi Daerah
1. Cadangan operasional yang wajib disediakan oleh badan usaha dan industri
energi untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. Strategi ini terdiri dari program-
program sebagai berikut:
w Penetapan jenis dan volume dan cadangan operasional 88M
n Percepatan pembangunan insfraktruktur penyimpanan 88M
E. Arah kebijakan: Konservasi Energi, Sumber Daya Energi, Dan Diverifikasi
Energi
1. Konservasi energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan
sumber daya energi dan seluruh tahapan eksploitasi, produksi, transpotasi, dan
distribusi. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:
n  Pelaksanaan kebijakan konservasi energi
2. Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor,
paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang. Strategi ini mencakup
program sebagai berikut:
n Penyedian energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari
3. Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi
pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan sumber daya
energi secara berkelanjutan. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:

w Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri

4. Konservasi energi di sektror industri dilakukan dengan mempertimbangkan
efisiensi pemanfaatan energi. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:
« Penerapan sistem manajemen energi
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi dan efisiensi
penggunaan energi.
n Penerapan standarisasi dan labelisasi semua peralatan penguna energi
w  Sosialisasi budaya hemat energi
n Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massali,

baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien
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w Percepatan penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) untuk

mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi

6. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan wajib

melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya

energi dan alam

a Percepatan pelaksanaan substitusi 88M dengan gas di sektor rumah

tangga dan transportasi

F. Arah kebijakan: Lingkungan Hidup dan Keselamatan

1. Pengelolahan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional

berkelanjutann pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi,
dan pengendalian pencermaran lingkungan hidup. Strategi ini terdiri dad program-

program sebagai berikut:

n Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi

Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan.

Strateqi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

w Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan hidup
v Pengurangan dan penggunaan kembali prokduksi limbah serta
mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan

w  Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan

G. Arah kebijakan: Harga, Subsidi dan Insentif Energi

1.

Pemerintah mengatur harga energi terbarukan. Strategi ini terdiri dari program-
program sebagai berikut:

w Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi
terbarukan dari sumber setempat dalam rangka pengamanan pasokan
energi di wilayah terpencil/perbatasan NKRI.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan
secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan

bilamana:
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a) Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat diJaksanakan; dan/atau

b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disu

n  Pemberian Subsidi energi tepat sasaran
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal
untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan
energi terbarukan. Strategi ini terdiri dad program-program sebagai berikut:

= Pemberian insentif non fiskal EBT

H. Arah kebijakan: Infrastruktur dan akses untuk masyarakat dan industri energi
1. Pengembangan dan pengutatan infrastuktur energi serta akses untuk
masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

n Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi
mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan
energy

w Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap
pengembangan dan penguatan infrastruktur energy

2. Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya industri energi dalam
rangka mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan
energi, penguatan. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

n Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri

n Peningkatan pengembangan industri, peralatan produksi dan pemanfaat

energi terbarukan dalam negeri

I. Arah kebijakan: penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi
1. Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi
diarahkan untuk mendukung industri energi nasional. Strategi ini terdiri dar;
program-program sebagai berikut:
w Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan

teknologi energi berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah serta
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badan usaha
2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penguatan bidang
penelitian, pengembangan, dan penerapan energi. Strategi ini terdiri dari
program-program sebagai berikut:
* Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan

teknologi serta keselamatan bidang energy

J. Arah kebijakan: Kelembagaan dan pendanaan
1. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan
untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan
pemanfaatan energi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:
 Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peningkatan koordinasi antar
lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan,
proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi
» Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibidang energi di
daerah dalam pengeiolaan energi
2. Penyusunan sasaran pertumbuhan penyedian energi dengan memperhatikan
sasaran pertumbuhan ekonomi. Strategi ini terdiri dari program-program
sebagai berikut:
n Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur
energi yang memadai
3. Pemerintall dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan
untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur enerqi,
pemerataan akses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri
energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi. Strategi ini terdiri
dar; program-program sebagai berikut:
n Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan
energy

4. Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai
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pembanguenan infrastruktur dan pemanfaatan enarg, . Stralegi ima bardin dan
program-program sebagai benkut:
* Peaningkatan pefan swasta dan pendanaan perbankan naswonal dalam
meandanal pambangunan infrastrukiur dan pamanfaan energi

43 Kelembagaan Energi Daerah

Pengelolaan energi daerah, lerviama dalam implemenias! kebijakan, strategl, dan
program erkait energl daerah yang lelah ditstapkan akan mehinatkan instansi pamernniah
dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya maging-masing,
diantaranya yailu.

Perguruan Tinggi Negeri;

Ferguruan Tinggi Swasta;

BAFPPEDA;

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah;

Dinas Penanaman Modal, Energl Sumber Daya Minaral dan Transemigrasi;
Dinas Pendidikan, Kebudayarn, Pemuda dan Olanrags;
Dinas Perdanian Tanaman Pangan dan Horfikultura;
[enas Perhubungan, Parmasala, Komunikasi dan Infarmasi,
Dinas Peloarjaan Limum,

10.Badan Penanaman Modal dan PTSP,

11. AsnsiasiiSwasta,

12. Kementenan ESDM;

13 Kemantenan Dalam Negen;

14, SKPD Torkait,

15. Lembaga Swadaya Masyarakal;

16, Tokoh Masyarakal:

17.PT PLN (Persaero),

168.PT Penammna (Persera),

19.Badan Lisaha tarkait,

20. GAPKL,

21.Perhankan,

o om N M omoA LMo

resrmr Ciner Loyt Llovwd (LB Cirvmial o



44  Instrumen Kebijakan Energl Daerah

0i dalam melakukan kebljakan dan sirateql anergl dasrah, instrumen kebijakan daerah
yang dapat mendukung implementasi kebijgkan dan strategi energl daereh lersebul
diantaranya yailu.

1. Rencana Umum Energl Daarah Provinsi;

2. Rencana Umum Ketenagalisirikan Daerah;

3. RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik);
4. Renstra (Rencana Strateqis) Daarah,

5. Rencana Induk Pengembangan Industn Daerah

6. KTEW (Rencana Tala Ruang dan Wilayah).

Dengan sumber pendanaan berasal dari APEN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara Indonesia), milra pembangunan, Swasla, PLN, DAK (Dana Alokasi Khusus),
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontala), dan sektor

lainmya.
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BAB V
PENUTUP

Bardasarkan berbagal proses penyusunan RUED Provingi Gorontale, dRemukan
babarapa hal dalam sekior energl yang patut menjadi pernatinn Bersama guna menyusun
sebuah perencanaan energi untuk Provinsi Gorontalo vang komprehansif dengan tetap
mampernglikan potensi dan keardan lpkgl, Beragam permasalahan keenarglan i
Frovinsi Gorontabo harus dihadapl sehingga dengan perancanaan yang baik, isu-isu
{ersebut seharusnya dapal dialasi mengingat Provinsi Gorontalo memiliki potensi energ
terbarukan yang memadal,

Hasil analisis pemodalan enengl dengan skenario RUED manunjukkan balwa konsumsd
energi fnal Provinsi Gorontalo diproyeksikan akan lerus bertambah dan 381,1 nbu TOE
pada lahun 2015 menjedi 466.7 ribu TOE pada labun 2020 dan 1.034,0 fibu TOE pada
lahun 20580, atau meningkat sekitar 4.3 % penahun, Dengan sekior rumah Bngga,
transportasi, dan indusin yang memnspakan hga sektor dengan koosums: energl final
Lerlinggl.

Pada tahun dasar bauran EBT masih sangal keci yaiu Kurang dan 1,0 %, dengan
mengadopsi skenano RUED bauran EBT meningkat menjadi masing-masing 15,4% dan
37.9% di tabhun 2025 dan tabun 2050, Target 2025 maysh di bawah largel nasional dalam
RUEN yailuy 23%, namun pada tahun 2050 sudah barada diatas largel RUEN yailu 31%.

Sebagal perwujudan pengembangan enengl vang memperhatikan kessimbangan
keekonomian, keamanan pasokan energ, dan pelestanan fungsl ngkungan, maka
priortas pengembangan energi Gorontale mengadopsi prinsip pengelolaan anerg
didalam RUEN yadtye: memaksimelkan anergl terbarukan dengan memperhatikan tingxat
kegkonomian, mamiimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfastan
gas bumi dan energé bang, dan memanfaatkan polensi sumber daya batu barg sebagal
andalan pasckan enorgl dacrah dengan memperEmbangkan dampak sosial dan
lingkengan, Dar berbagai priorilas di atas, dinemuskan kehih lanjut barbagai kebijakan
enargl Provinsi Gorontalo yailu: ketersediaan anarge untuk kebutuhan daesrah, konseryasi
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energi, konservasi sumberdaya energi, diversifikasi energi serta penguatan kelembagaan

pengelolaan energi daerah.
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